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Salah satu pengaturan penting dalam UU No. 11 Tahun 2006 ten­
tang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah dalam hal pembagian ke­
wenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Peme­

rintah Aceh diberi kewenangan khusus yang merupakan pelaksanaan 
keistimewaan Aceh.  

Untuk menjalankan berbagai keistimewaan tersebut, dibentuk Lem­
baga Keistimewaan Aceh  (LKA) yang terdiri dari Majelis Permusyawa­
ratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Da­
erah (MPD) dan Baitul Mal. Keempat LKA di atas adalah mitra kerja se­
jajar pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan keistimewaan Aceh. 
MPU terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan dalam hal peran 
ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, berwenang menetapkan fatwa, 
bertugas dan berfungsi memberi saran, pertimbangan kepada pemerin­
tahan untuk kebijakan daerah dalam konteks syari’at Islam. MAA ter­
kait dengan penyelenggaraan kehidupan adat, berwenang dan berfung­
si menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan adat. 
MPD terkait penyelenggaraan pendidikan di Aceh yang bersendikan 
syari’at islam, mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan 
kepada pemerintahan. Kemudian Baitul Mal terkait pengelolaaan harta 
zakat, wakaf dan harta agama di Aceh.

Untuk menjalankan berbagai keistimewaan tersebut, dibentuk Lem­
baga Keistimewaan Aceh  (LKA) yang terdiri dari Majelis Permusyawa­
ratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Dae­
rah (MPD) dan Baitul Mal. Keempat LKA di atas adalah mitra kerja seja­
jar pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan keistimewaan Aceh. 

Dalam kajian ini fokus bahasan mencakup MPU dan Baitul Mal, di­
mana MPU terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan dalam hal 
peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh menyangkut penetapan 
fatwa, pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintahan untuk 
kebijakan daerah dalam konteks syari’at Islam. Sedangkan Baitul Mal 
terkait pengelolaaan harta zakat, wakaf dan harta agama di Aceh. 	

Banda Aceh, Desember 2012
Kepala PKP2A IV LAN

Drs. Dermawan, MM
NIP. 195901261983031005

Kata Pengantar
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Executive Summary

Latar belakang perlunya kajian ini adalah bahwa secara aspek 
yuridis formal organisasi dan tata kerja MPU Aceh dan Baitul 
Mal Aceh sudah diatur dalam undang-undang dan turunannya 

(Qanun). Namun demikian dalam implementasinya masih terdapat 
permasalahan. Kondisi tersebut misalnya di MPU, minimnya fatwa-
fatwa yang dilahirkan oleh MPU dalam bidang pangan, makanan, 
obat-obatan, minim terpakainya pertimbangan-pertimbangan MPU 
dalam penyusunan Qanun Aceh serta tidak adanya kekuatan mengi­
kat terpakainya pertimbangan-pertimbangan yang diusulkan oleh 
MPU tersebut. Hal ini terjadi karena memang tidak ada aturan tegas 
terkait hal itu serta tidak adanya mekanisme atau standar operasio­
nal prosedur (SOP) terkait waktu proses pertimbangan yang diberi­
kan oleh MPU. 

Demikian juga dengan efektivitas kinerja Baitul Mal masih be­
lum optimal. Banyak kelemahan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Ta­
hun 2007 tentang Baitul Mal. Salah satunya adalah dihapuskannya 
zakat sebagai PAD Khusus ( pendapatan asli daerah yang bersifat 
khusus), zakat menjadi PAD murni yang pelaksanaannya harus tun­
duk pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (AP­
BA). Pembentukan Sekretariat Baitul Mal berdasarkan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussa­
lam yang eseloneringnya terlalu besar menyebabkan disharminisasi  
koordinasi kerja di lapangan. 

Fakta di atas menggambarkan bahwa MPU dan Baitul Mal perlu 
dievaluasi beberapa aspek penting kelembagaannya yaitu institusi­
nya sendiri, institusi penting sebagai pendukung kinerja seperti sek­
retariat MPU dan sekretariat baitul mal, sistem kerjanya juga sumber 
daya manusianya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, 
diperlukan adanya kebijakan penataan organisasi yang meliputi as­
pek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumber daya manu­
sia. Dengan kata lain dasar yuridisnya harus jelas dan tidak bertenta­
ngan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi 
kaidah-kaidah organisasional dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsinya.

Executive Summary
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Executive Summary

Kajian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara, focus group discussion 
(FGD) dan studi pustaka. Hasil kajian bertujuan mencari alternatif so­
lusi sehingga mampu membenahi dan menjadi acuan bagi MPU dan 
Baitul Mal ke depan agar mampu berkinerja optimal sebagaimana 
mestinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, teknik analisis data di­
arahkan pada dua perspektif. Perspektif (1), tim melakukan analisis 
terhadap implementasi kinerja. Analisis ini bertujuan untuk melihat 
gap antara tupoksi dengan implementasi di lapangan sehingga dapat 
menunjukkan progres kinerja yang dilakukan. Perspektif (2), anali­
sis pengembangan kapasitas, setelah dilakukan analisis terhadap im­
plementasi kinerja dan ditemukan permasalahannya, strategi selan­
jutnya dilakukan analisis terhadap pengembangan kapasitas kinerja 
berdasarkan tingkatan yaitu tingkatan individual, tingkatan organi­
sasi dan tingkatan sistem. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
strategi yang dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan yang ter­
jadi di MPU dan Baitul Mal Aceh.

Setelah melakukan penelusuran dan analisis terhadap kinerja 
MPU Aceh dan Baitul Mal Aceh, tim mendapatkan beberapa perma­
salahan yang sangat mendasar dan utama yaitu kebijakan/pengatur­
an penataan lembaga.  

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)  
Kinerja Lembaga Keistimewaan Aceh yang relatif kecil tidak se­

banding dengan kebutuhan riil daerah. Sebagian besar masyarakat 
mempersepsikan bahwa pelaksanaan Keistimewaan Aceh menghen­
daki adanya kemampuan kiprah dari Lembaga-Lembaga Keistime­
waan Aceh. Lebih jauh lagi dapat digambarkan bahwa dengan ber­
dirinya Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh, maka Pemerintah 
Aceh harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penye­
lenggaraan Keistimewaan Aceh. Hal ini tidak terlepas peran Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU) yang mempunyai misi mewujud­
kan peran ulama dalam pembangunan berbasis Syariat Islam. Kon­
sekuensi pelaksanaan misi tersebut adalah dengan meningkatkan 
peran dan fungsi dalam pembangunan berbasis Syariat Islam.

Keberadaan MPU bertujuan untuk memberikan kepastian hu­
kum syariat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyara­
kat. Hal ini sejalan dengan tujuan MPU dalam mengawal lahirnya 
kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntutan ajaran Islam 
dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan 
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tatanan ekonomi yang Islami. Posisi MPU yang begitu penting dan 
berperan sangat dominan dalam Sistem Pemerintahan Aceh, ma­
ka MPU berkewajiban menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat 
dalam penerapan Syariat Islam. MPU harus mampu menjawab kebi­
ngungan masyarakat dalam penerapan Syariat Islam. Selain menjaga 
stabilitas, MPU juga mempunyai peran dalam pengawasan dan pe­
ngaturan. Dalam hal pengawasan dan pengaturan penerapan Sya­
riat Islam, MPU diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi dari MPU.

Dalam perannya sebagai lembaga konsultatif, maka efektifitas 
dari hasil-hasil pertimbangan, saran dan fatwa MPU belum menda­
patkan kepastian untuk dipakai atau tidak oleh Pemerintah Aceh. 
Pencapaian kinerja MPU juga belum terukur, hal ini disebabkan be­
lum adanya ketersediaan SOP. Sehingga selama ini pelaksanaan 
MPU hanya berbasis kepada anggaran yang tersedia. Sedangkan 
pencapaian kinerja maksimal hanya dapat dinilai berdasarkan serap­
an anggaran yang terpakai.  

Koordinasi MPU dengan Pemerintah Aceh dirasakan belum ber­
jalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari perumusan dan penge­
sahan beberapa kebijakan yang mengalami pro dan kontra. Pengesa­
han sebuah rumusan keputusan yang berlarut-larut melahirkan keti­
dakpastian bagi masyarakat. Keresahan ini tentunya dapat mengu­
rangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah 
Aceh. MPU juga belum dilibatkan secara maksimal dalam perumus­
an kebijakan Pembangunan Aceh. Dalam penyusunan sebuah Qa­
nun, MPU hanya dilibatkan sebatas proses tahapan review sebuah 
Qanun. Sehingga dalam sudut pandang sempit dapat dikatakan 
bahwa kinerja maksimal yang dihasilkan oleh MPU tidak sebanding 
lurus dengan kerja keras yang telah dilaksanakan.

Sebagai penyelenggara kaderisasi Ulama, MPU belum maksimal 
menyelenggarakannya. Idealnya pelaksanaan kaderisasi Ulama di­
laksanakan 3 kali dalam setahun, akan tetapi pada kenyataannya ha­
nya diselenggarakan 1 kali dalam setahun. Hal ini terkait kembali 
kepada minimnya dana kaderisasi yang dimiliki oleh MPU. Sumber 
Daya Manusia yang dimiliki oleh MPU juga belum dapat menye­
lenggarakan kaderisasi secara maksimal. MPU masih sangat mem­
butuhkan pengembangan kapasitas pegawai-pegawainya.

MPU sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa di Aceh, juga 
berkewajiban mensosialisasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan ke­
pada masyarakat luas. Hingga saat ini MPU telah mensosialisasikan 
melalui situs www.mpu.acehprov.go.id. Selain itu MPU juga mendis­



viii

Executive Summary

tribusikan salinan setiap fatwa.  
 Pengembangan kapasitas Sekretariat MPU merupakan serang­

kaian upaya untuk meningkatkan kemampuan MPU untuk menja­
di organisasi yang efektif, efisien dan mumpuni. Terdapat 3(tiga) 
tingkatan dalam upaya mengembangkan kapasitas MPU. Tingkatan 
tersebut diantaranya tingkatan individual, tingkatan institusi, serta 
tingkatan sistem.

 Pengendalian manajemen MPU merupakan suatu proses yang 
menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan 
efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan dari MPU itu 
sendiri. Pengendalian manajemen terkait erat dengan pengembang­
an institusi. Pengambilan keputusan, sumber-sumber, prosedur dan 
struktur sangat berkaitan erat. 	

Efektivitas organisasi MPU merupakan tingkat keberhasilan 
MPU dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas 
adalah konsep penting dalam sebuah organisasi, karena merupakan 
gambaran keberhasilan MPU untuk mencapai target dan sasarannya. 
Pengembangan kapasitas MPU dapat dilaksanakan melalui restruk­
turisasi organisasi maupun restrukturisasi keuangan anggaran be­
lanja. Restrukturisasi organisasi dapat mempengaruhi motivasi apa­
ratur, kepemimpinan, kemampuan personil, serta pembagian kewe­
nangan. Sedangkan restrukturisasi keuangan dapat mendukung 
pendanaan kegiatan MPU yang selama ini mengalami kekurangan 
anggaran.

Dalam tataran sistem, MPU dapat membuat sebuah inovasi ke­
bijakan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. 
Publik dapat berkomunikasi dengan MPU secara langsung tanpa 
hambatan. MPU dapat membuat sebuah sistem akses informasi yang 
dapat diakses baik oleh aparatur MPU maupun oleh masyarakat. 
Sesuai dengan sistem hubungan pelayanan pemerintah dengan ma­
syarakat. Adanya sistem informasi online yang diterapkan dalam 
MPU sangat membantu dalam perencanaan dan pengembangan 
sumber daya manusia. Penerapan Teknologi Informasi juga sangat 
penting guna keterbukaan informasi publik. MPU dapat mengem­
bangkan website yang sudah ada dengan menambah informasi lain­
nya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saran dan Rekomendasi
1.	 MPU terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan dalam hal 

peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, berwenang mene­
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tapkan fatwa, bertugas dan berfungsi memberi saran, pertimbang­
an kepada pemerintahan untuk kebijakan daerah dalam konteks 
syari’at Islam. Implementasi dari kewenangan tersebut belum da­
pat dilakukan oleh MPU secara optimal dikarenakan belum ada­
nya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur meka­
nisme MPU dalam menjalankan kewenangannya.  

2.	 Sekretariat MPU yang bertugas sebagai “supporting unit” atau 
unit pendukung yang seharusnya memperlancar dan mempermu­
dah aktivitas MPU dalam menjalankan kewenangannya masih 
berkutat pada persoalan sarana dan prasarana (sapras) yang be­
lum memadai. Sehingga Sekretariat MPU belum optimal dalam 
mendukung peran MPU yang sangat strategis tersebut. 

Untuk itu disarankan: 
1.	 Perlu dirumuskan SOP mekanisme keterlibatan MPU dalam pe­

netapan kebijakan Aceh yang menyeluruh dan komperhensif, se­
hingga arah pembangunan Aceh dalam semua sektor sesuai de­
ngan Syariat Islam.   

2.	 Perlu dukungan penuh Pemerintah Aceh dalam hal penyediaan 
sarana dan prasarana yang lengkap agar  MPU dapat menjalankan 
kewenangannya secara optimal seperti contoh Laboratorium Ser­
tifikasi Halal yang sampai saat ini baru gedungnya saja yang ber­
diri megah. 

3.	 MPU agar lebih proaktif menghadirkan eksistensinya sebagai lem­
baga ulama yang selalu diharapkan oleh masyarakat kehadiran­
nya dalam berbagai persoalan/issue keagamaan, sehingga ma­
syarakat dapat memiliki pedoman dalam mensikapi berbagai 
persoalan/issue yang muncul.

Baitul Mal
Baitul Mal adalah sebuah badan yang dibentuk sebagai bagian 

dari keistimewaan atau otonomi khusus yang diberikan kepada 
Aceh, melalui UU No. 44 tahun 1999, UU No. 18 tahun 2001 dan se­
telah itu UU No. 11 tahun 2006 dan UU No. 48 tahun 2007.  

Dari penelusuran literatur dan diskusi publik yang melibatkan 
berbagai fihak terkait tim kajian melihat ada beberapa kebijakan 
yang masih perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan yaitu: 
a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Qanun ini 

kurang memadai mengatur Organisasi Baitul Mal, sehingga tidak 
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sesuai dengan keadaan di lapangan dan tidak mampu menam­
pung kebutuhan dan rencana pengembangan. Terkesan dibuat 
tergesa-gesa dan tidak cermat, karena dijumpai inkonsistensi 
substansi, misalnya nomenklatur nama lembaga, kadang-kadang 
menggunakan istilah Badan Pelaksana Baitul Mal [Pasal 4 (1), Pa­
sal 5 (1), Pasal 6 (1) dan (2), dan Pasal 7 (1)] tetapi sering juga meng­
gunakan istilah Badan Baitul Mal [Pasal 4 (3), dan Pasal 5 (4)]. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pada Badan Pelaksana 
Baitul Mal Aceh hanya ada “Kepala”, namun dalam ayat (2), (5), 
dan (6), di samping kepala disebutkan juga ada “Wakil kepala”

b. Pelaksanaan Permendagri Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Orga­
nisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam. enurut Permendagri Nomor. 18 Tahun 2008 ten­
tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam, pembentukan Sekretariat Baitul Mal 
ditetapkan dengan Qanun Aceh, namun  Sekretariat Baitul Mal  
sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tugasnya se­
bagai pendamping yang memberi pelayanan kepada Baitul Mal 
baru diatur dengan Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Guber­
nur nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. 

c.	 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal. Dalam 
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Or­
ganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh 
pada pasal 72 disebutkan bahwa susunan organisasi Sekretariat 
Baitul Mal terdiri dari : Kepala Sekretariat, Bagian Umum, Bagi­
an Keuangan, Bagian Persidangan Dan Risalah, Bagian Hukum 
Dan Hubungan Umat serta Kelompok Jabatan Fungsional. Yang 
menjadi pertanyaan adalah relevansi Bagian Persidangan Dan Ri­
salah dengan tugas-tugas Baitul Mal yang sangat jauh berbeda 
dengan tugas MPU yang memang membutuhkan forum-forum 
sidang, nampaknya disini penyusunan organisasi Baitul Mal se­
perti “copy paste” tugas-tugas MPU.  

d.	 Badan Pelaksanan Baitul Mal. Badan Pelaksanan Baitul Mal dia­
tur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal. 
Pada pasal 2 disebutkan, organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari: 
Kepala Baitul Mal Aceh, Sekretariat, Bidang Pengawasan, Bidang 
Pengumpulan, Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Bi­
dang Sosialisasi Dan Pengembangan, Bidang Perwalian, dan Ben­
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dahara. Ada persoalan disini yaitu Sekretariat Baitul Mal dan Sek­
retariat Badan Pelaksanan Baitul Mal perlu ada kejelasan agar ti­
dak terjadi “overlapping” atau tumpang tindih tupoksi. 

 
Ada beberapa kesulitan yang dihadapi yang pada intinya ber­

kisar diseputar kedudukan zakat sebagai PAD disatu pihak dan ke­
wajiban mendistribusikan zakat kepada mustahiqnya sesuai dengan 
ketentuan syari`at di pihak lain, sebagai berikut: Dalam UU No. 11 
tahun 2006, zakat ditetapkan sebagai PAD tetapi di pihak lain Baitul 
Mal ditetapkan sebagai pengelola zakat; Dalam pelaksanaan hal ini 
menjadi dilematis, karena sebagai PAD maka zakat harus dikelola 
oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), di­
mana mekanismenya mengikuti sistem Pengelolaan Keuangan Ne­
gara. Dana zakat baru bisa disalurkan apabila APBA sudah disah­
kan, namun apabila APBA terlambat disahkan sebagaimana bebera­
pa tahun kebelakang maka dana zakat menjadi “tersandera”, hal ini 
menjadi persoalan tersendiri dalam kaidah fikih Islam. Seharusnya 
apabila Baitul Mal ditetapkan sebagai pengelola zakat maka posisi 
uang zakat dalam PAD menjadi khusus dan dibuat aturan regulasi 
tersendiri tentang hal ini. 

Sebagaimana yang diatur dalam qanun serta peraturan-peratur­
an gubernur yang ada, tugas dan fungsi Baitul Mal disebutkan seba­
gai  pengelola zakat, wakaf, infaq, serta harta agama lainnya; tetapi 
bagaimana harta ini dikelola, masih belum tegas.   

Saran dan Rekomendasi
1.	 Baitul Mal di Aceh dibentuk berdasarkan Pasal 180 UUPA yang 

menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD Aceh adalah zakat. 
Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. 
Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf dan harta 
agama lainnya maka diperlukan sebuah lembaga profesional yang 
bertanggungjawab terhadap pengelolaannya. Namun dalam im­
plementasinya banyak menimbulkan persoalan menyangkut re­
gulasi yang ada belum begitu jelas dan rinci mengatur peran dari 
Lembaga Baitul Mal Aceh.  

2.	 Keberadaan Sekretariat Baitul Mal yang seharusnya menjadi unit 
pendukung pelaksanaan tugas-tugas Baitul Mal, justru terkesan 
menjadi “tandingan” Baitul Mal, hal ini disebabkan oleh tidak 
cermatnya penyusunan Struktur Kelembagaan Sekretariat Baitul 
Mal. 
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Untuk itu disarankan:
1.	 Perlu penataan kembali secara menyeluruh Lembaga Baitul Mal 

yang meliputi  Pengelola Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal 
agar  dapat menjalankan fungsinya dengan baik, untuk itu diper­
lukan adanya kebijakan penataan organisasi yang meliputi aspek-
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumber daya manusia. 
Dengan kata lain dasar yuridisnya harus jelas dan tidak berten­
tangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan meme­
nuhi kaidah-kaidah organisasional dalam rangka penyelenggara­
an tugas pokok dan fungsinya.  Sehingga  hubungan dan mekanis­
me kerja antara Badan Pengelola Baitul Mal dan Sekretariat Bai­
tul Mal di satu pihak dengan DPKKA dapat berjalan sesuai “rel” 
masing-masing yang diatur dalam perundang-undangan.  

2.	 Untuk pengelolaan dana zakat disarankan Baitul Mal  mengguna­
kan dua pendekatan yaitu: Model pengelolaan keuangan untuk 
Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana yang tertuang da­
lam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005  tentang Badan 
Layanan Umum, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; dan Zakat sebagai PAD agar di­
berlakukan secara khusus melalui pendekatan model “pos transi­
to” dimana dana zakat hanya dicatat oleh DPKKA dan dimasuk­
kan dalam pertanggung jawaban Gubernur, sedang pengelolaan­
nya seluruhnya ada pada Baitul Mal.   
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah dinilai sebagai sebuah solusi model 
penyelenggaraan pemerintahan paling ideal dan realistis bagi 
sebuah negara kesatuan seperti Indonesia. Sebab, di samping 

memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah 
tangganya, sistem ini juga menjamin unit-unit pemerintahan daerah 
berjalan tanpa kehilangan esensinya. Sehingga kekhawatiran mun­
culnya ‘negara dalam negara’ dapat diredam.  Selain otonomi dae­
rah, dalam konteks Aceh juga diberikan otonomi khusus. Berdasar­
kan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bah­
wa negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur de­
ngan undangundang. Pengakuan keistimewaan kepada Aceh, ditan­
dai dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keis­
timewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian selanjutnya 
ditegaskan juga tentang kekhususan Aceh dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Dae­
rah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 
yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Salah satu pengaturan penting dalam UUPA adalah dalam hal 
pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Aceh. Pemerintah Aceh diberi kewenangan khusus yang merupakan 
pelaksanaan keistimewaan Aceh. Urusan pemerintahan yang menja­
di kewenangan khusus bagi Pemerintah Aceh disebut dengan urus­
an wajib lainnya dan di atur dalam Pasal 16 ayat (2)  UUPA yaitu:
a.	 Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksana­

an syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga 
kerukunan hidup antarumat beragama;

b.	 penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c.	 penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah 

materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;
d.	 peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan 
e.	 penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan per­

aturan perundang-undangan.
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Untuk menjalankan berbagai keistimewaan tersebut, dibentuk 
Lembaga Keistimewaan Aceh  (LKA) yang terdiri dari Majelis Per­
musyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis 
Pendidikan Daerah (MPD) dan Baitul Mal. Keempat LKA di atas ada­
lah mitra kerja sejajar pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan 
keistimewaan Aceh. 

MPU terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan dalam hal 
peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, berwenang menetap­
kan fatwa, bertugas dan berfungsi memberi saran, pertimbangan ke­
pada pemerintahan untuk kebijakan daerah dalam konteks syari’at 
Islam. MAA terkait dengan penyelenggaraan kehidupan adat, ber­
wenang dan berfungsi menyelenggarakan, membina dan mengawasi 
penyelenggaraan adat. MPD terkait penyelenggaraan pendidikan di 
Aceh yang bersendikan syari’at islam, mempunyai tugas dan fung­
si memberikan pertimbangan kepada pemerintahan. Kemudian Bai­
tul Mal terkait pengelolaaan harta zakat, wakaf dan harta agama di 
Aceh.

Dari Aspek Yuridis Formal keberadaan lembaga-lembaga keisti­
mewaan Aceh tersebut, sudah diatur tugas pokok dan fungsinya da­
lam UUPA dan turunannya  dalam bentuk Qanun. Namun demikian 
dalam implementasinya masih terdapat tantangan-tantangan yang 
harus dihadapi. Kondisi tersebut misalnya di MPU, minimnya fat­
wa-fatwa yang dilahirkan oleh MPU dalam bidang pangan, makan­
an, obat-obatan, minim terpakainya pertimbangan-pertimbangan 
MPU dalam penyusunan Qanun Aceh serta tidak adanya kekuatan 
mengikat terpakainya pertimbangan-pertimbangan yang diusulkan 
oleh MPU tersebut. Hal ini terjadi karena memang tidak ada aturan 
tegas terkait hal itu. Misalnya saja terkait Qanun Acara Jinayah dan 
Qanun Jinayah yang sudah diajukan ke DPRA pada masa pejabat 
gubernur Tarmizi Karim, sampai saat ini juga belum dibahas oleh 
DPRA. Proses ini terjadi disebabkan tidak adanya mekanisme atau 
standar operasional prosedur terkait waktu proses pertimbangan 
yang diberikan oleh MPU. 

Demikian juga dengan efektivitas kinerja Baitul Mal masih belum 
optimal. Banyak kelemahan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Baitul Mal. Salah satunya adalah dihapuskannya zakat 
sebagai PAD KHUSUS (pendapatan asli daerah khusus), tetapi zakat 
menjadi PAD murni yang pelaksanaannya harus tunduk pada me­
kanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dampak­
nya zakat menjadi terkendala penyalurannya karena APBD terlam­
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bat disahkan.  Pembentukan Sekretariat Baitul Mal berdasarkan Per­
aturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 sebagai lembaga 
daerah struktural yang eseloneringnya II-b hal ini dinilai terlalu be­
sar menyebabkan ketidakharmonisan koordinasi dalam implemen­
tasi kerja di lapangan. Ketidakharmonisan koordinasi tersebut me­
nyebabkan ketidakefektifan target pencapaian kinerjanya. Dari data 
terakhir rekapitulasi penerimaan zakat dan infak yang dikumpul­
kan Baitul Mal Aceh lima tahun terakhir terlihat tidak stabil dan ma­
sih jauh dari angka perkiraan potensi zakat dan infak Aceh yaitu an­
tara Rp.700 miliar sampai dengan Rp.1 triliun.1 Berikut dapat dilihat 
dalam tabel di bawah ini.2

2007 2008 2009 2010 2011

6.581.898.656,16 17.438.827.457,70 26.200.351.745,52 20.785.428.015,85 26.648.133.480,73

Sumber: Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Baitul Mal Aceh

Hal ini membuktikan bahwa MPU Aceh dan Baitul Mal Aceh 
masih membutuhkan evaluasi terhadap beberapa aspek penting ke­
lembagaannya yaitu institusinya sendiri, institusi penting sebagai 
pendukung kinerja seperti sekretariat lembaga, sistem kerjanya juga 
sumber daya manusianya. Untuk dapat menjalankan fungsinya de­
ngan baik, diperlukan adanya kebijakan penataan organisasi yang 
meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumber 
daya manusia. Dengan kata lain dasar yuridisnya harus jelas dan ti­
dak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 
memenuhi kaidah-kaidah organisasional dalam rangka penyeleng­
garaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya adalah agar masalah 
yang dihadapi dapat ditemukan solusinya sehingga mampu mem­
perbaiki kinerja  Baitul Mal Aceh ke depan. Berdasarkan uraian di 
atas, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV LAN 
melakukan  kajian dengan judul “Organisasi dan Tatakerja Kelem­
bagaan Pemerintah Aceh (Fokus Studi: MPU dan Baitul Mal).”

1.2 Rumusan Masalah
a.	 Bagaimana penyelenggaraan tupoksi MPU Aceh dan Baitul 

Mal Aceh?
b.	 Bagaimana strategi mengembangkan kapasitas kinerja MPU 

Aceh dan Baitul Mal Aceh?
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1.3 Tujuan dan Sasaran
a.	 Mengevaluasi penyelenggaraan tupoksi MPU Aceh dan Bai­

tul Mal Aceh.
b.	 Mengetahui strategi mengembangkan kapasitas kinerja MPU 

Aceh dan Baitul Mal Aceh agar dapat berjalan lebih optimal.

1.4 Hasil yang Diharapkan
a.	 Teridentifikasi kendala-kendala pelaksanaan tupoksi MPU 

Aceh dan Baitul Mal Aceh.
b.	 Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategi pengembangan 

kapasitas kinerja MPU Aceh dan Baitul Mal Aceh agar dapat 
berjalan lebih optimal.

1.5 Kerangka Kerja
  

 

 

 

 

 

Penyempurnaan TOR 

Pembuatan RD 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Pembuatan Laporan 

Penyempurnaan latar belakang, masalah, tujuan 
dan sasaran serta  hasil yang diharapkan 

• Menentukan rujukan peraturan peundangan, 
konsep teori dalam evaluasi kinerja dan 
peningkatan kinerja lembaga 

• Menentukan metode kajian dan instrumennya 

Wawancara, FGD, studi literatur 

Menganalisis permasalahan dan kemungkinan 
solusi mengatasinya berdasarkan rujukan 
peraturan perundangan dan konsep teori 

Menyusun laporan kajian 
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BAB II
TINJAUAN

TEORI, KONSEP  DAN KEBIJAKAN

2.1 Keistimewaan dalam Bingkai Otonomi Khusus
2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD RI 1945) pada Bab VI tentang Pemerintahan Dae­
rah telah mengatur keberadaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota 
yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri dan diatur dengan 
undang-undang. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, 
pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi yang meliputi:
1.	 Asas desentralisasi, merupakan pelimpahan wewenang pemerin­

tahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk me­
ngatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatu­
an Negara RI.

2.	 Asas dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang pemerin­
tahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pe­
merintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah ter­
tentu.

3.	 Asas tugas pembantuan, merupakan penugasan dari pemerintah 
pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi ke­
pada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabu­
paten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

UUD 1945 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kekhususan dan ke­
ragaman daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu ne­
gara juga mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Di antara 33 provinsi 
yang ada di Indonesia, Aceh merupakan salah satu provinsi yang 
diakui keberadaannya sebagai daerah yang memiliki keistimewaan 
dan kekhususan. Sebagai daerah otonomi khusus, penyelenggaraan 
pemerintahan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Ten­
tang Pemerintahan Aceh yang merupakan perwujudan  MoU (Me­
morandum of Understanding) di Helsinki pada 15 Agustus 2005. MoU 
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ini merupakan upaya perdamaian atas konflik berkepanjangan yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dan pihak gerakan Aceh merde­
ka (GAM).

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabu­
paten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan peme­
rintahan yang memiliki kekhususan yaitu dimasukkannya asas ke-
Islaman. Adapun  asas umum penyelenggaraan pemerintahan di 
Aceh, yaitu :3

a.	 asas ke-Islaman;
Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-
Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membe­
dakan kewarganegaraan, kedudukan dan status dalam wilayah 
sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

b.	 asas kepastian hukum;
yaitu mengutamakan peraturan perundangan, kepatutan dan ke­
adilan, sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.

c.	 asas kepentingan umum;
yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang as­
piratif, akomodatif, dan selektif.

d.	 asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
yaitu mengedepankan keteraturan, keserasian dan keseimbangan 
sebagai landasan penyelenggaraan negara.

e.	 asas keterbukaan;
yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pe­
nyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindung­
an atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

f.	 asas proporsionalitas;
yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
penyelenggara negara.

g.	 asas profesionalitas;
yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h.	 asas akuntabilitas;
yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara 
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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i.	 asas efisiensi;
adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan 
sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

j.	 asas efektivitas; 
adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan 
berdaya guna.

k.	 asas kesetaraan.
adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas 
ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan 
berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan 
suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin dan kelas sosial.

Salah satu substansi mendasar pelaksanaan keistimewaan Aceh 
yang dimuat dalam UUPA adalah hal pembagian kewenangan dima­
na Pemerintah Aceh diberi kewenangan khusus yang merupakan 
pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Urusan pemerintahan yang men­
jadi kewenangan khusus bagi Pemerintah Aceh disebut dengan uru­
san wajib lainnya dan diatur dalam Pasal 16 ayat (2)  UUPA yaitu:
a)	 Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksana­

an Syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga 
kerukunan hidup antar umat beragama;

b)	 penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c)	 penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah 

materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;
d)	peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan 
e)	 penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan per­

aturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi pelaksanaan pasal di atas, maka dibentuk­
lah Lembaga Keistimewaan Aceh yang terdiri dari Majelis Permusya­
waratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidik­
an Daerah (MPD)  dan Baitul Mal. Keempat Lembaga Keistimewaan 
Aceh ini merupakan mitra sejajar lembaga eksekutif dan legislatif di 
Aceh. Dibentuknya Lembaga Keistimewaan pada dasarnya bukan­
lah sekedar hak, tetapi lebih dari itu merupakan kewajiban konstitu­
sional untuk melaksanakan keistimewaan yang bermanfaat bagi ke­
sejahteraan di Aceh.



8

Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Aceh

2.1.2 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Kepala Daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luas 

tanggung-jawabnya, hal itu merupakan konsekuensi sejalan dengan 
berat dan kompleksnya masalah-masalah yang harus dipikul dan di­
tangani oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah perlu di­
dampingi oleh lembaga yang bersifat konsultatif. Lembaga konsultatif 
adalah lembaga pertimbangan yang memberikan usulan dan tanggap­
an kepada kepala negara dan menjawab pertanyaan yang disampai­
kan oleh kepala negara.4 Dalam sistem pemerintahan Islam di Madi­
nah disebut Ahlul Halli Wal Aqdi, biasanya baik ketua maupun anggo­
tanya terdiri dari para sesepuh, para pakar, para ulama atau para man­
tan menteri dan mantan gubernur yang berpengalaman dan sukses di 
masa pemerintahannya. Salah satu lembaga konsultatif di Aceh ada­
lah MPU, bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan objektif 
dan bijaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan.

MPU merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan sa­
lah satu keistimewaan Aceh dalam hal peran ulama dalam penetap­
an kebijakan daerah. Sesuai Pasal 138 UUPA dibentuk MPU yang 
berkedudukan di Aceh/kabupaten/kota. MPU merupakan lembaga 
independen yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah 
Aceh, Pemerintah kabupaten/kota serta DPRA dan DPRK yang ber­
anggotakan ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu 
Agama Islam. MPU sebagai lembaga independen berarti mempunyai 
kedudukan yang bebas dan tidak tergantung pada Kepala Daerah 
dan DPRA atau kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat. 

Sebagai lembaga konsultatif, maka produk utama MPU adalah 
berupa saran, usul serta pertimbangan mengenai masalah-masalah 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi 
dari aspek syariat Islam baik atas permintaan maupun atas inisiatif 
MPU sendiri. H. Amar Shaleh  (2006: 29) mengatakan antara lain: 
MPU sangat penting artinya, di satu sisi menjamin kelancaran urusan-
urusan rumah tangga antara Kepala Daerah dan DPRD, sedangkan di sisi 
lain sebagai penyelenggaraan mekanisme Pemerintahan Daerah dalam me­
ngisi keistimewaan Aceh. Oleh karena itu pendapat, saran dan usul-usul 
dari MPU hendaknya tidak tergantung adanya permintaan Kepala Daerah 
tetapi dapat pula lebih banyak yang didasarkan kepada inisiatif dari MPU 
itu sendiri. Hal ini disebabkan seorang Kepala Daerah yang selalu bergu­
mul dengan kesibukan-kesibukan yang tak kunjung reda, seringkali akan 
lupa dan alpa untuk meminta pertimbangan-pertimbangan dari MPU, da­
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lam hal ini kami tidak segan-segan menerima saran dan pertimbangan dari 
badan ini.

Fungsi MPU disebutkan dalam Pasal 4 Qanun  Aceh Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu:
a.	 Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi 

bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya 
dan kemayarakatan.

b.	 Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berda­
sarkan ajaran Islam.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa MPU mempunyai kewenang­
an:
a.	 Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangun­

an, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
b.	 Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masa­

lah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat ber­
agama lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa MPU mempunyai 
tugas:
a.	 Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerin­

tah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan 
syar’iat Islam.

b.	 Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah­
an, kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam.

c.	 Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan 
dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan 
dengan syari’at Islam

d.	 Melakukan pengkaderan ulama.

2.1.3 Baitul Mal
Baitul Mal berasal dari bahasa Arab ‘bait’ yang berarti rumah, dan 

‘al-mal’ yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Bait­
ul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. 
Adapun secara terminologis (ma’na ishtilahi), sebagaimana uraian 
Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya Al Amwaal Fi Daulah Al 
Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: al jihat) 
yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik 
berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap har­
ta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas 
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perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum musli­
min berhak memilikinya sesuai hukum syara’.5 Dengan demikian, 
Baitul Mal dalam makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai 
sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta nega­
ra, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul 
Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) un­
tuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi 
pendapatan negara atau lebih dikenal sekarang dengan PAD (Pen­
dapatan Asli Daerah).

Baitul Mal di Aceh dibentuk berdasarkan Pasal 180 UUPA yang 
menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD Aceh adalah zakat. Hal 
ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Untuk 
mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf dan harta agama 
lainnya maka diperlukan sebuah lembaga profesional yang bertang­
gungjawab terhadap pengelolaannya. Baitul Mal adalah lembaga 
daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola 
dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan un­
tuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap 
anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap har­
ta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari’at Islam.6

Pada Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul 
Mal disebutkan bahwa Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenang­
an sebagai berikut:
a.	 Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
b.	 Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan za­

kat.
c.	 Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
d.	 Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali na­

sab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu ter­
hadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hu­
kum.

e.	 Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik 
atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah.

f.	 Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk me­
ningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip 
saling menguntungkan.

Selanjutnya pada Pasal 10, disebutkan bahwa:
1.	 Baitul Mal Aceh berwenang mengumpulkan, mengelola dan me­

nyalurkan:
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a.	 Zakat mal pada tingkat provinsi meliputi: BUMN, BUMD 
Aceh dan perusahaan swasta besar.

b.	 Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari:
1.	 Pejabat/PNS-TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat 

yang berada di ibukota provinsi.
2.	 Pejabat/PNS/karyawan lingkup Pemerintah Aceh
3.	 Pimpinan dan anggota DPRA
4.	 Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar 

pada tingkat provinsi.
5.	 Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan dae­

rah tingkat provinsi.
c.	 Harta agama dan harta wakaf yang berlingkup provinsi.

2.	 Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimak­
sud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan 
Baitul Mal Aceh

3.	 Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Bai­
tul Mal kabupaten/kota.

4.	 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul 
Mal kabupaten/kota.

2.2 Organisasi dan Tata Kerja
2.2.1 Organisasi

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup berma­
syarakat serta mengatur kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan 
tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak 
mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut 
yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Kata 
“organisasi” berasal dari Bahasa Yunani: ὄργανον, organon- alat 
adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan ber­
sama. Menurut Cyril Soffer, organisasi adalah perserikatan orang-
orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem 
kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi 
tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa 
bentuk hasil.

Jenis-jenis teori organisasi yaitu:
1. Teori Organisasi Klasik 

Teori ini biasa disebut dengan “teori tradisional” atau “teori me­
sin”, berkembang mulai 1800-an. Dalam teori ini, organisasi di­
gambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugasnnya 
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terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural 
yang kaku tidak mengandung kreatifitas. Dikatakan teori me­
sin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah 
onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai 
kehendak pemimpin. Jadi menurut teori organisasi klasik adalah 
organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, 
tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi 
dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Dalam teori 
klasik ini, dinyatakan bahwa sebuah organisasi terdiri dari empat 
unsur pokok, yakni sebagai berikut:

a.	 Kegiatan yang tersistem dan terkoordinasi.
b.	 Adanya sekelompok orang dengan spesialisasi tertentu.
c.	 Kerjasama antar sekelompok orang dengan spesialisasi 

yang berbeda.
d.	 Adanya kekuasaan dan kepemimpinan yang mengendali­

kan sistem tersebut.

2. Teori Organisasi Neo Klasik
Aliran teori organisasi neoklasik muncul sebagai akibat dari keti­
dakpuasan terhadap teori organisasi klasik, teori organisasi klasik 
tersebut dinilai sangat kaku dan mengabaikan hubungan manu­
siawi. Teori organisasi neoklasik memberi perhatian khusus pada 
aspek psikologi dan sosial pada diri anggota organisasi baik seba­
gai individu maupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja 
teori neoklasik memandang perlunya partisipasi, perluasan ker­
ja dan manajemen bottom up. Salah satu pencetus teori ini adalah 
Hugo Munsterberg, tertuang dalam bukunya Psychology and In­
dustrial Effeciency yang terbit pada 1913 dan dinilai sebagai rantai 
penghubung evolusi teori manajemen ilmiah menuju neoklasik.

3. Teori Organisasi Modern
Teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik ternyata di­
nilai belum memuaskan tuntutan manajemen modern. Banyak 
kelemahan dan ketimpangan yang masih ditemukan sehingga 
mendorong munculnya teori organisasi modern pada 1950. Teori 
organisasi modern kemudian dikenal dengan nama “analisis sis­
tem” atau “teori terbuka” yang memandang organisasi sebagai 
satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung. Orga­
nisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkung­
an yang stabil akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka 
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yang berkaitan dengan lingkungan dan apabila ingin survival 
atau dapat bertahan hidup maka ia harus bisa beradaptasi de­
ngan lingkungan.

Beberapa perbedaan mencolok antara teori organisasi modern 
dengan teori klasik adalah:

a.	 Teori organisasi klasik menitik beratkan pada analisis dan 
deskripsi, sementara teori organisasi modern menekankan 
pada keterpaduan dan perancangan secara menyeluruh.

b.	 Teori organisasi klasik terfokus pada konsep, skalar dan hu­
bungan vertikal sementara teori organisasi modern cende­
rung horizontal, dinamis dan multidimensi.

Struktur organisasi merupakan totalitas cara organisasi mem­
bagi anggotanya dalam tugas-tugas yang berbeda-beda sehingga 
kemudian dapat dilakukan koordinasi terhadap tugas-tugas itu 
(Mintzberg, 1993;2). Definisi tersebut di atas didukung pendapat 
yang mendefinisikan struktur sebagai penetapan bagaimana tu­
gas/pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan seca­
ra formal. (Robbins, 1995)

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa struk­
tur merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan 
pengelompokan tugas, serta pengkoordinasian pada suatu orga­
nisasi. Terkait dengan pembagian dan pengelompokan tugas, me­
nurut Mintzberg (1993;12-18) terdapat 5 (lima) kelompok fungsi 
yang pada umumnya ada pada suatu organisasi yaitu:

a.	 Operating core merupakan fungsi pelaksanaan tugas pokok 
organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke­
pada masyarakat. Dalam struktur perangkat daerah, fungsi 
ini dilaksanakan oleh dinas dan kantor.

b.	 The strategic apex fungsi ini menjadi tanggungjawab pimpin­
an organisasi dalam rangka menjamin tercapainya keseluru­
han kegiatan organisasi sesuai dengan visi dan misi organi­
sasi tersebut. Dalam struktur perangkat daerah, fungsi ini 
menjadi tanggung jawab kepala daerah.

c.	 The Middle line berfungsi menjembatani antara the strategic 
apex dengan operating core yang diisi oleh seperangkat pe­
jabat struktural menengah (dari pejabat struktural senior 
hingga pejabat struktural paling rendah) yang memiliki oto­
ritas formal, pada struktur perangkat daerah. Pada umum­
nya di berbagai daerah fungsi ini dilaksanakan oleh sekreta­
ris daerah utamanya dalam pelaksanaan fungsi koordinasi.
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d.	 The Technostructure berfungsi merumuskan kebijakan-kebi­
jakan pimpinan dengan mengkaji dan menyarankan berba­
gai pedoman-pedoman atau standardisasi-standardisasi 
tertentu. Fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, dan Badan Pengawas Daerah.

e.	 The Support Staff  berfungsi mendukung tugas-tugas organi­
sasi yang berada diluar pelaksanaan aliran kerja organisasi. 
Fungsi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan dan Sekre­
tariat Daerah.

Selain berdasar pada konsep-konsep tentang struktur organisa­
si, penyusunan organisasi pemerintahan juga mempertimbangkan 
beberapa hal yang merupakan derivasi dari karakter dan kebutuhan 
oganisasi pemerintahan, yaitu: 

Source: Adaptasi dari Henry Mintzberg, The Structuring of Organizations (Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1979) 215-297; and Henry Mintzberg, “Organization Design:  
Fashion or Fit?”  Harvard Business Review 59 (Jan. – Feb. 1981):  103-116.

Gambar 1.
Five Basic Parts of an Organization

1.	 Prinsip kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran
Organisasi dibentuk untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasar­
an yang telah ditetapkan, oleh karena itu harus dirumuskan seca­
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ra jelas. Untuk organisasi pemerintahan, pada umumnya nomen­
klatur organisasi yang ada dapat menggambarkan bidang yang 
merupakan tugas pokok dan fungsinya.

2.	 Prinsip Pembagian Tugas
Dalam prinsip ini semua tugas dibagi ke dalam tugas-tugas orga­
nisasi dan atau satuan organisasi-organisasi dibawahnya sehing­
ga tidak ada tugas yang tidak ditangani oleh satu bidang. 

3.	 Prinsip Fungsionalisasi 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tertentu, harus ada 
satu unit yang secara fungsional paling bertanggung jawab. Mi­
salkan pada bidang pendidikan, unit yang paling bertanggungja­
wab adalah unit yang melaksanakan pelayanan pendidikan. Unit 
inilah yang menentukan kualitas atau hasil dari pelayanan pen­
didikan.

4.	 Prinsip Koordinasi
Prinsip ini menekankan keharusan adanya saling hubungan an­
tar lembaga yang ada dan terkait satu sama lain sehingga terda­
pat keserasian kegiatan, kesatuan arah dan tindakan dalam men­
capai tujuan akhir secara keseluruhan. 

5.	 Prinsip Keberlangsungan Tugas 
Dalam pengorganisasian perlu adanya kepastian bahwa tugas-
tugas terus berlangsung sesuai dengan kebijakan dan program 
yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada diri pejabat/ pega­
wai tertentu. 

6.	 Prinsip Proporsionalitas
Dalam menyusun organisasi, harus disesuaikan dengan kewe­
nangan, kebutuhan, kemampuan dan sumber daya yang ada, de­
ngan tujuan agar organisasi dapat mengembang dan menyempit 
sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan, tugas dan 
beban kerja.

7.	 Prinsip Keluwesan 
Pendesainan tugas pada suatu organisasi harus selalu mengikuti 
dan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan, tugas 
dan beban kerjanya. 

8.	 Prinsip Pendelegasian Wewenang 
Prinsip ini menekankan pada tugas-tugas apa yang perlu dilim­
pahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dan tugas apa 
yang masih perlu dilaksanakan tingkat atas. 
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9.	 Prinsip Rentang Kendali 
Prinsip ini menekankan pada penentuan jumlah satuan organisa­
si dan orang yang dibawahi oleh seorang pimpinan diperhitung­
kan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan pimpin­
an dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya.

10.	Prinsip Jalur dan Staf
Prinsip ini menekankan pada pembedaan unit organisasi yang 
melaksanakan tugas pokok organisasi dan unit organisasi yang 
melaksanakan tugas-tugas penunjang terhadap tugas pokok da­
lam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

11.	Prinsip Kejelasan dalam Pembaganan 
Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi per­
lu dibuat bagan yang menggambarkan mengenai kedudukan, 
susunan jabatan, pembagian tupoksi serta hubungan kerja. Pem­
buatan bagan ini memang tidak secara lugas diatur dalam pera­
turan perundang-undangan, tetapi telah lazim dilaksanakan, de­
ngan adanya temuan bahwa pada setiap peraturan daerah ten­
tang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), selalu dilengkapi 
bagan.

12.	Prinsip Pemberdayaan 
Prinsip ini menekankan bahwa organisasi harus dapat member­
dayakan seluruh anggota organisasi serta masyarakat dan atau 
seluruh pihak yang terkait. 

13.	Prinsip Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat/Dunia Usaha 
Masyarakat/dunia usaha sudah mampu memberikan pelayanan 
dalam bidang tertentu. Namun masih diperlukan peran peme­
rintah dalam pengaturannya, dikembangkan kemitraan baik da­
ri sisi manajerial ataupun pelaksanaan, sehingga dapat saling 
memberdayakan. 

14.	Prinsip Akuntabilitas
Prinsip ini menekankan bahwa seluruh organisasi pemerintahan 
yang dibentuk, harus memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaan 
tugas di bidangnya. 

15.	Prinsip Legalitas 
Prinsip ini menekankan bahwa setiap pembentukan organisasi 
pemerintahan harus didasari ketentuan hukum, sehingga eksis­
tensinya terjamin berdasar hukum.
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2.2.2 Tata Kerja
Tata kerja atau metode adalah cara bagaimana sumber-sumber 

dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga 
proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat pula. 
Pemakaian tata kerja yang tepat ditujukan untuk:7

1.	 Menghindari terjadinya pemborosan pendayagunaan sumber 
dan waktu yang tersedia.

2.	 Menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran pro­
ses pencapaian tujuan.

3.	 Menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang 
tepat.

Prinsip Tata Kerja: 8

1.	 Tata kerja harus disusun dengan memperhatikan tujuan, fasili­
tas, peralatan, material, biaya dan waktu yang tersedia serta segi 
luas, macam dan sifat dari tugas atau pekerjaan.

2.	 Untuk mempersiapkan hal tersebut, terlebih dulu dipersiapkan 
penjelasan tujuan pokok organisasi, klasifikasi jabatan, analisa 
jabatan, unsur kegiatan organisasi dan semacamnya.

3.	 Pilih salah satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan pro­
sedurnya. Lalu dibuat dan dijelaskan daftar dari tiap-tiap detail 
pekerjaan yang harus dilakukan berikut lamanya waktu yang 
diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas yang termaksud.

4.	 Dalam penetapan tahap demi tahap pekerjaan, maka antara ta­
hap satu dengan tahap berikut harus terdapat hubungan yang 
sangat erat yang keseluruhannya menuju satu tujuan.

5.	 Tiap-tiap tahap itu harus betul-betul merupakan suatu kerja 
yang nyata dan perlu untuk pelaksanaan dan penyelesaian selu­
ruh tugas atau pekerjaan yang dimaksud.

6.	 Harus ditetapkan pula kecakapan dan keterampilan tenaga kerja 
yang diperlukan untuk penyelesaian bidang tugas. Hal ini di­
maksudkan agar tidak memperpanjang prosedur kerja.

7.	 Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja itu harus disusun se­
demikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan fleksibilitas.

8.	 Perlu diperhatikan bahwa penyusunan sistem, prosedur dan ta­
ta kerja harus selalu disesuaikan dengan kemajuan zaman dan 
teknologi, jadi harus dijaga kekiniannya.

9.	 Untuk penggambaran tentang penerapan sesuatu prosedur ter­
tentu sebaiknya dipergunakan tanda-tanda atau simbol dan ske­
ma atau bagan prosedur dengan setepat-tepatnya.
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10.	 Untuk menjamin tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja 
yang setepat-tepatnya, maka buku-buku pedoman (manual) ten­
tang hal-hal itu mutlak perlu dipersiapkan.

2.3 Teori Pengembangan Kapasitas
2.3.1 Tingkatan Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas (capacity building) merupakan suatu 
proses dalam rangka meningkatkan kemampuan individu, organisa­
si atau sistem untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetap­
kan.9 Capacity building memiliki variasi definisi yang berbeda menu­
rut beberapa ahli. Hal ini dikarenakan capacity building merupakan 
kajian yang multi dimensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut 
pandang. Sehingga secara umum konsep capacity building  ini dapat 
diartikan juga sebagai proses pembangunan kapasitas individu, ke­
lompok atau organisasi. Pengembangan kapasitas tersebut dapat di­
lihat dari pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan 
bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, 
kelompok atau organisasi mampu menghadapi tantangan terhadap 
perubahan yang terjadi dengan cepat.

Peningkatan kapasitas dalam rangka beradaptasi dengan per­
kembangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Morrison 
bahwa pengembangan kapasitas dapat dilihat sebagai suatu proses 
untuk melakukan atau menggerakkan perubahan di berbagai tingka­
tan (individu, kelompok, organisasi dan sistem) untuk meningkat­
kan kemampuan-kemampuan penyesuaian diri dari individu dan 
organisasi, sehingga mereka dapat merespon lingkungannya yang 
selalu berubah.10

Berdasarkan uraian di atas, bahwa konsep pengembangan kapa­
sitas secara umum merupakan rangkaian dari strategi yang bertuju­
an untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari 
individu, kelompok atau organisasi, dengan perencanaan yang aku­
rat. Perencanaan dalam rangka pengembangan kapasitas memusat­
kan perhatian kepada dimensi pengembangan kapasitas yang terdi­
ri atas pengembangan sumberdaya manusia, penguatan organisasi 
serta reformasi kelembagaan.11 Pengembangan sumberdaya manu­
sia diberikan kepada pengadaan tenaga yang handal, profesional 
dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan pe­
latihan, pemberian gaji, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja 
dan sistem rekruitmen yang tepat. Sebagai bentuk penguatan organi­
sasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk 
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memperbaiki kinerja dari fungsi dan tugas yang ada. Dalam rangka 
reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan 
sistem dan institusi-institusi yang ada.

Capacity building sangat berkenaan dengan strategi menata input 
dan proses dalam mencapai output  dan outcome, dan menata feedback 
untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan pada tahap selanjutnya. 
Strategi menata input berkenaan dengan kemampuan lembaga me­
nyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumberdaya ma­
nusia dan non manusia. Strategi menata proses berkaitan dengan ke­
mampuan lembaga merancang, memproses dan mengembangkan 
kebijakan organisasi. Sedangkan strategi feedback berkenaan dengan 
kemampuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan  
mempelajari capaian hasil dan memperbaiki kelemahan-kelemahan 
yang ada.

  

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance Prof. Dr. 
H.R.Riyadi   Soeprapto, MS. 
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Sumber: The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance Prof. 
Dr. H.R.Riyadi   Soeprapto, MS.

Gambar. 2
Tingkatan dan Dimensi Capacity Building

Berdasarkan pola tersebut di atas, pengembangan kapasitas ha­
rus dilaksanakan dengan efektif dan berkesinambungan pada 3 (ti­
ga) aspek:
a.	 Aspek individual, hal ini berkenaan dengan keterampilan indivi­

du, pengetahuan, prilaku, pengelompokan pekerjaan dan motiva­
si pekerjaan individu dalam organisasi.

b.	 Aspek institusional atau keseluruhan satuan, hal ini berkenaan 
dengan struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan kepu­
tusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, 
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pengaturan sarana dan prasarana, serta hubungan dengan relasi 
organisasi.

c.	 Aspek sistem, berkenaan dengan kerangka kerja yang berhubung­
an dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar 
yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu.

2.3.2 Persyaratan Capacity Building
Pengembangan kapasitas akan berjalan dengan baik apabila me­

menuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain ada­
lah partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas dan kepemim­
pinan.12

a.	 Partisipasi merupakan hal yang sangat menentukan pengembang­
an kapasitas. Partisipasi dalam rangka pengembangan kapasitas 
tidak hanya dari staf saja. Partisipasi juga berasal dari level pim­
pinan. Partisipasi sebaiknya dibentuk menjadi inisiatif sejak awal 
program pengembangan kapasitas dilaksanakan.

b.	 Inovasi sebagai langkah kedua merupakan proses penyediaan al­
ternatif pengembangan kapasitas. Metode-metode yang diguna­
kan juga harus bervariasi. Upaya pengembangan kapasitas tidak 
akan dapat tercapai tanpa inovasi. Inovasi sangat penting karena 
dalam melaksanakan pekerjaan, pegawai tidak mendapatkan tan­
tangan yang monoton. Pekerjaan yang sifatnya dinamis akan sa­
ngat bergantung pada inovasi.

c.	 Akses terhadap informasi merupakan persyaratan lainnya. Infor­
masi pada organisasi yang birokratis dan tradisional dipegang 
oleh pimpinan. Kondisi seperti ini jelas tidak memungkinkan un­
tuk dilakukan pengembangan kapasitas. Sebaliknya pengemba­
ngan kapasitas harus dimulai dengan memberikan akses dan ke­
sempatan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh infor­
masi dengan cukup baik dan efektif.

d.	 Akuntabilitas cukup penting guna menjaga program pengemba­
ngan kapasitas tetap terkendali. Sehingga program yang dilaksa­
nakan sesuai dengan harapan. Akuntabilitas dibutuhkan dalam 
rangka penjaminan mutu program pengembangan kapasitas. Se­
hingga program tersebut legitimate, kredibel, akuntabel dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Hal lain yang tidak bisa dilupakan ada­
lah faktor kepemimpinan. Kepemimpinan memegang peranan 
penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pengembangan ka­
pasitas organisasi.
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Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan pengembangan ka­
pasitas. Cara-cara mengembangkan kapasitas adalah dengan melak­
sanakan kegiatan berikut:13

a.	 Menganalisa lingkungan individu, grup, organisasi, komunitas 
dan masyarakat yang akan dikembangkan kapasitasnya.

b.	 Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kebutuhan, isu dan 
peluang terkait individu, grup, organisasi, komunitas dan masya­
rakat yang akan dikembangkan kapasitasnya.

c.	 Merumuskan strategi untuk membangun kapasitas individu, 
grup, organisasi, komunitas dan masyarakat terkait.

d.	 Merancang rencana aksi untuk membangun kapasitas individu, 
grup, organisasi, komunitas dan masyarakat terkait.

e.	 Menghimpun dan menggunakan semua sumber daya yang ada 
untuk mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi 
rencana aksi pengembangan kapasitas individu, grup, organisasi, 
komunitas dan masyarakat terkait.

f.	 Menggunakan umpan balik untuk mempelajari pelajaran yang 
dapat diambil dari keseluruhan proses pengembangan kapasitas 
yang diterapkan terhadap individu, grup, organisasi, komunitas 
dan masyarakat terkait.

Pola sangat menentukan pencapaian akhir yang sesuai dengan 
tujuan pengembangan kapasitas. Sedangkan tujuan pengembangan 
kapasitas adalah pembelajaran, dimulai sejak mengalirnya kebutuh­
an untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan keti­
dakpastian dalam hidup dan membangun kemampuan yang dibu­
tuhkan dalam beradaptasi untuk perubahan.14 Hal ini seiring de­
ngan pendapat Grindle bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas 
adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsifitas 
dari kinerja.15 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pola 
pengembangan kapasitas yang baik dapat mewujudkan peningkat­
an efisiensi, efektifitas, responsifitas dalam sebuah lembaga.
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3.1 Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif yang di­
harapkan dapat menggambarkan kesesuaian susunan orga­
nisasi dengan tupoksi MPU Aceh dan Baitul Mal Provinsi 

Aceh kemudian ketercapaian penyelenggaraannya (implementasi). 
Metode ini bertujuan untuk memperoleh permasalahan yang men­
jadi kendala pelaksanaan tupoksi sehingga dapat diperoleh strategi 
pengembangan kapasitas kinerja sebagai solusi perbaikannya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan pada kajian ini adalah:

1.	 Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung 
terhadap objek yang akan dikaji. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data primer pada kajian ini adalah teknik wa­
wancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa na­
rasumber terkait. Target wawancara dan FGD pada kajian ini 
adalah: 

Wawancara FGD
Ketua  MPU Provinsi Aceh Ketua MPU Kabupaten/Kota
Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota
Kepala Sekretariat MPU Provinsi Aceh Kepala Baitul Mal Mukim, Gampong

Kepala Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh Unsur Sekretariat Daerah Aceh
Kepala Biro Organisasi Setda Aceh Unsur DPRA
Tokoh Masyarakat Dinas Syari’at Islam 

2.	 Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
tinggal mencari dan mengumpulkan yang berkaitan dengan per­
masalahan kajian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
data sekunder adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Stu­
di kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 
mempelajari buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhu­
bungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan studi dokumen 
dilakukan dengan menelaah data berupa perundang-undangan, 

BAB III
METODE KAJIAN
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data statistik, standart operational procedure (SOP), rencana strate­
gis (renstra) dan catatan-catatan organisasi atau program lainnya 
yang masih ada kaitannya dengan topik yang dikaji.

3.3 Teknik Analisis Data
Analisis data diarahkan pada tiga perspektif untuk mengevalua­

si penyelenggaraan tupoksi MPU dan Baitul Mal.
1.	 Perspektif 1: Implementasi kinerja berdasarkan ketercapaian tu­

poksi. Analisis ini bertujuan untuk melihat gap antara tupoksi 
dengan implementasi di lapangan sehingga dapat menunjukkan 
progres kinerja yang dilakukan serta mengidentifikasi permasala­
han yang terjadi.

2.	 Perspektif 2: Pengembangan kapasitas kinerja berdasarkan ting­
katan yaitu tingkatan individual, tingkatan organisasi dan tingka­
tan sistem. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang 
dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan yang terjadi di 
MPU dan Baitul Mal Aceh.

3.4 Kerangka Pikir Kajian
  

Implementasi 
Kinerja: 

1. Pelaksanaan 
Tupoksi 

2. Kendala 
Pelaksanaan 

Pengembangan 
Kapasitas: 

1. Tingkatan 
individual 

2. Tingkatan 
Organisasi 

3. Tingkatan 
Sistem 

Perspektif 1 Perspektif 2 
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data statistik, standart operational procedure (SOP), rencana strate­
gis (renstra) dan catatan-catatan organisasi atau program lainnya 
yang masih ada kaitannya dengan topik yang dikaji.

3.3 Teknik Analisis Data
Analisis data diarahkan pada tiga perspektif untuk mengevalua­

si penyelenggaraan tupoksi MPU dan Baitul Mal.
1.	 Perspektif 1: Implementasi kinerja berdasarkan ketercapaian tu­

poksi. Analisis ini bertujuan untuk melihat gap antara tupoksi 
dengan implementasi di lapangan sehingga dapat menunjukkan 
progres kinerja yang dilakukan serta mengidentifikasi permasala­
han yang terjadi.

2.	 Perspektif 2: Pengembangan kapasitas kinerja berdasarkan ting­
katan yaitu tingkatan individual, tingkatan organisasi dan tingka­
tan sistem. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang 
dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan yang terjadi di 
MPU dan Baitul Mal Aceh.

3.4 Kerangka Pikir Kajian

BAB IV
GAMBARAN UMUM

LOKUS KAJIAN

4.1 Evolusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa 
para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati 
masyarakat. Karena itulah, sebagaimana disebutkan dalam 

Qanun Al-Asyi bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga ter­
tinggi negara dipimpin oleh Kadhi Malikul Adil yang dibantu empat 
orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi’i, Mufti Madzhab 
Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali. Pada 
masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, menyebabkan lem­
baga-lembaga ini tidak berujud lagi, akibatnya bermunculan mufti-
mufti mandiri yang juga mengambil tempat  dalam masyarakat na­
mun tidak “sekental” pada masa pemberlakuan Kadhi Malikul Adil .

Di awal kemerdekaan, pernah  terwujud lembaga keulamaan di 
dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar 
muncul lembaga  baru tempat berhimpun ulama seperti PERTI, Nah­
dhatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Melihat 
banyaknya ormas keulamaan yang bermunculan maka  pada tahun 
1965 diadakan musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung 
pada tanggal 17-18 Desember 1965 di Banda Aceh dan bersepakat 
membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
Aceh. MPU ini terdiri dari pimpinan, badan pekerja, komisi dan pa­
nitia khusus. Di kabupaten/kota dan kecamatan juga dibentuk MPU 
dengan komposisinya sama seperti MPU tingkat provinsi.  

Ketua Umum MPU pertama dipercayakan kepada Tgk. H. Ab­
dullah Ujong   Rimba yang menjabat selama 3 masa khidmat yaitu 
1965-1967, 1967–1982 dan 1982-1989. Kemudian pada tahun 1989, 
Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba digantikan oleh Prof. Dr. Tgk. H.Ali 
Hasyimy yang menjabat masa khidmat 1989-1997. Selanjutnya Tgk. 
H. Soufyan Hamzah menjabat pada masa khidmat 1997-1998.  Kepe­
mimpinana MPU dilanjutkan oleh Prof. Dr. Tgk. Ibrahim Husein, 
MA, beliau menjabat pada masa khidmat 1998-2000. Kemudian  Prof. 
Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA yang  menjabat selama 3 periode 
pada masa khidmat 2000-2001,  2001-2006, dan pada masa khidmat 
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2006-2012. Saat ini tampuk pimpinan MPU dipegang oleh Drs. Tgk. 
Gazali Mohd. Syam  2012–2017.  

Lembaga MPU Aceh kemudian ternyata menjadi model bagi 
pusat untuk membentuk lembaga yang sama maka berdirilah Maje­
lis Ulama Indonesaia (MUI)  pada tanggal 26 Juli 1975 M bertepat­
an dengan 7 Rajab 1395 H. MUI lahir sebagai hasil dari pertemuan 
atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang da­
tang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh 
enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada ma­
sa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Is­
lam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Per­
ti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Itti­
hadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, 
Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/
cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah 
tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk 
wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cende­
kiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya 
MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 
kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. 

Dalam perkembangan selanjutnya kedudukan MPU Provinsi 
Aceh dipertegas dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Isti­
mewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “daerah dapat mem­
bentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari ulama”. Dalam 
ayat (2) ditegaskan lagi “badan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan 
terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pemba­
ngunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.”

Amanat undang-undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Per­
aturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisa­
si dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama 
atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Ta­
hun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis 
Permusywaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 
2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H bertepatan 24-27 Juni 2001 M di Banda Aceh 
untuk memililh/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 
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17 Ramadhan 1422 H bertepatan 3 Desember 2001 M melalui iqrar 
sumpah, terbentuklah MPU Provinsi NAD yang independen, bermi­
tra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan  DPRA untuk masa khidmat 
2001-2006. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Undang-Un­
dang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun 
Nomor 2 Tahun 2009 mengukuhkan dan memperkuat kedudukan 
MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam menyeleng­
garakan pemerintahan dan pembangunan.

MPU Aceh memiliki landasan atau dasar hukum sbb :
•	 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistime­

waan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
•	 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
•	 Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD;
•	 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga De­
rah Provinsi NAD;

•	 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawa­
ratan Ulama Aceh;

•	 Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

•	 Keputusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pearturan 
Tata Tertib MPU Aceh.

Visi yang di canangkan MPU Aceh adalah Terwujudnya peran 
ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam.

Untuk mewujudkan visi tersbut telah disusun serangkaiaan misi 
sbb :  
1.	 Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan 

saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan ter­
hadap pelaksanaan kebijakan daerah.

2.	 Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah­
an, kebijakan daerah berdasarkan  syariat Islam.

3.	 Mengeluarkan fatwa.
4.	 Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawas­

an qanun.
5.	 Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehi­

dupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemung­
karan.
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6.	 Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
7.	 Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan 

dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan 
dengan syariat Islam.

Adapun Tugas MPU dijabarkan sbb :
1.	 Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerin­

tah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan 
Syariat Islam.

2.	 Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah­
an, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.

3.	 Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan 
dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan 
dengan syariat Islam.

4.	 Melakukan pengkaderan ulama.

Tujuan MPU meliputi hal-hal sbb :
1.	 Adanya kepastian hukum syariat terhadap masalah yang timbul 

dalam masyarakat.
2.	 Lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntutan 

ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pem­
bangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.

3.	 Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari’at Is­
lam.

Dengan Sasaran adalah :
1.	 Menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat me­

laksanakan syariat Islam.
2.	 Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan 

kebijakan daerah.
3.	 Pemantapan ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Insaniyah, dalam 

beramar makruf nahi mungkar.

Kebijakan MPU Aceh dapat dijelaskan 
Menetapkan fatwa hukum syariat, memberikan penyuluhan 

syari’at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan, 
nasehat dan saran kepada pemerintah daerah dan DPRA dalam me­
nentukan kebijakan daerah dari aspek syariat dan memantau pelak­
sanaannya agar tetap sesuai dengan syariat. 



29

Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Aceh

4.2 Evolusi Baitul Mal
4.2.1 Sejarah dan Dasar Hukum Baitul Mal dan Zakat di Aceh

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru me­
lainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan 
masyarakat Aceh dalam menunaikan zakat dapat diperhatikan pada 
saat menjelang akhir Ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid 
atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada 
waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola 
dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepa­
da mustahiq masih bersifat konsumtif dan belum memberikan  man­
faat optimal dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin. Belajar 
dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Is­
lam secara kaffah, Pemerintah Aceh sepertinya menyadari penting­
nya kehadiran sebuah lembaga zakat yang definitif berdasarkan un­
dang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana 
umat ini, sehingga lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal. 

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuk­
nya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 me­
lalui Keputusan Gubernur Nomor 05 Tahun 1973. Kemudian pada 
tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA) dan  
pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan 
Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. 
18 Tahun 2003. Kemudian   BAZIS, kembali diganti dengan Baitul 
Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Keberadaan  Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di da­
lam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga di­
perkuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetap­
an Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang 
Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias 
menjadi Undang-Undang. Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadi­
nya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda 
Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa per­
masalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan 
harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemi­
liknya. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 ang­
ka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di 
Aceh yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, me­
ngelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta 
menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya 
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Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertam­
bah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lain­
nya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006   dan 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di 
atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qa­
nun. Maka lahirlah Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. 
Pelaksanaan Qanun tersebut telah diatur kembali dalam  Peraturan 
Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 ten­
tang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

 Untuk mendukung Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 
2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistime­
waan Aceh, di mana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu satu dari 
empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, 
MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat 
yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan 
Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAG­
RI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lemba­
ga Keistimewaan Aceh.

  Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan 
PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata 
Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun 
untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peratur­
an turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki 
aturan turunan belum dapat  melaksanakan PERMENDAGRI terse­
but.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas 
dan kewenangannya sesuai dengan Syariat Islam. Gubernur Aceh 
mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputus­
an Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan 
Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Di samping bertugas untuk 
mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, 
juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkait­
an dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, 
harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan sya­
riat. Dalam perkembangan selanjutnya  Dewan Syariah diganti men­
jadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan 
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MPU Aceh tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 
451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina 
Baitul Mal Aceh. 

4.2.2  Kewenangan Baitul Mal.
Kewenangan Baitul Mal sekilas telah diuraikan sebagaimana 

tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul 
Mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:
1.	 Pasal 191, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerin­

tahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama 
Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupa­
ten/Kota.

2.	 Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga 
Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, meme­
lihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan 
kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan 
syariat Islam.

3.	 Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul 
Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural 
yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan 
zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan 
umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim 
piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta waris­
an yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

4.2.3 Baitul Mal dan Tanggung Jawab Kecerdasan Anak Bangsa.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sampai sekarang 

belum ditemukan formula yang tepat untuk mengatasinya. Setiap ta­
hun pemerintah selalu memberikan perhatian khusus untuk mengu­
rangi tingkat kemiskinan, namun sangat sulit untuk menekan ang­
ka kemiskinan ini.  Jumlah penduduk Aceh hasil pencacahan sensus 
penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Aceh sementara berjumlah 
4.486.570 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.243.578 orang 
dan perempuan sebanyak 2.242.992 orang. Persentase penduduk 
miskin di Aceh masih tergolong tinggi pada tahun 2009 sebesar 
21,80%, 2010  menjadi 20.98 %, 2011 sebesar 19,57 % dan pada Sep­
tember 2012 sudah semakin mengecil menjadi 18,58 %,  namun tetap 
masih  melebihi angka rata-rata Nasional (14,20%) bahkan pada ta­
hun 2009 tingkat kemiskinan Aceh berada pada urutan ke tujuh ter­
tinggi di Indonesia.  
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Tingginya tingkat kemiskinan berimbas dalam dunia pendidikan, 
meskipun sudah ada program wajib sembilan tahun, namun dalam 
realitanya masih terdapat sebahagian masyarakat yang tidak mam­
pu menyekolahkan anaknya dikarenakan tidak mampu dalam segi 
finansial, kalaupun ada yang bersekolah, si anak yang miskin tadi 
merasa ada beberapa perbedaan antara dia dan teman-temannya, pe­
rasaan tersebut membuat ia minder sehingga lamban laut mengun­
durkan diri dari sekolah. Perasaaan tersebut seperti, masalah per­
lengkapan sekolah yang kurang, biaya tambahan dari sekolah yang 
tidak sanggup dipenuhi dan sebagainya. Masalah tersebut semakin 
menonjol pada saat si anak melanjutkan pendidikannya di perguru­
an tinggi. 

Untuk mengatasi masalah pendidikan di Aceh,  Pemerintah Aceh 
menyadari betul akan pentingnya pendidikan ini dengan mengalo­
kasikan dana ratusan milyar rupiah agar   terciptanya masyarakat 
Aceh yang cerdas, namun jumlah tersebut dirasa masih kurang kare­
na masih terdapat beberapa anak Aceh yang belum bisa menikmati 
fasilitas tersebut.  Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh kiranya dapat 
menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan 
pendidikan ini melalui pintu pemberdayaan secara optimal zakat.   

Zakat merupakan salah satu solusi dalam Islam untuk mengu­
rangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Perintah 
berzakat mengandung dua demensi, yaitu vertikal kepada sang Kha­
lik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya dan bersifat 
horizontal sesama manusia. Bila zakat dapat diimplementasi secara 
optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan 
masyarakat cerdas, adil dan makmur.

 Pengelolaan zakat di Aceh disamping merujuk pada  Undang-
Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,  namun khu­
sus Aceh berlaku pula  undang-undang khusus yang berkenaan de­
ngan pengelolaan zakat dan hanya berlaku di Aceh (lex specialis). 
Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam undang-undang terse­
but terdapat 3 pasal yang berkenaan dengan zakat, yaitu: Pasal 180 
ayat (1) huruf d “Zakat merupakan salah satu penerimaan daerah 
Aceh dan   Penerimaan Daerah Kabupaten Kota”. Pasal 191 “Za­
kat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal 
Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun”. 
Pasal 192 “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah 
pajak penghasilan (Pph) terhutang dari wajib pajak”. Dalam melak­



33

Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Aceh

sanakan kegiatannya, Baitul Mal Aceh selalu mengalokasikan dana 
dalam dunia pendidikan. Zakat untuk pendidikan sebenarnya bu­
kanlah hal yang baru, sudah banyak Organisasi Pengelola Zakat 
(OPZ) lainnya mengaktualisasikan program-programnya dalam du­
nia pendidikan, namun penyaluran zakat untuk dunia pendidikan 
kiranya harus selalu dikaitkan dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dasar penyaluran zakat terdapat di dalam surat at-Taubah ayat 
60 Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhu­
tang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, se­
bagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengeta­
hui lagi Maha Bijaksana. Disamping itu terdapat banyak hadits dan 
fakta sejarah Islam lain yang bercerita tentang kesuksesan pengelola­
an zakat/best practice pengelolaan zakat. Ini merupakan landasan 
awal dalam menyalurkan zakat kepada para mustahiq. 

Kemudian, karena zakat telah masuk dalam salah satu penerima­
an daerah (hukum positif) sebagaimana terdapat dalam UUPA, me­
merlukan turunan yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Bai­
tul Mal dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penge­
lolaan Zakat. Semua regulasi tersebut masih  bersifat umum, tidak 
menjelaskan secara detail tentang asnaf zakat. oleh sebab itu memer­
lukan pedoman lainnya agar zakat disalurkan sesuai dengan sasar­
an. Untuk itu, Dewan Syariah Baitul Mal telah menyusun Surat Edar­
an Dewan Syariah No. 01/SE/V/2006 tentang Pedoman Penetapan 
Kriteria Asnaf Zakat dan Petunjuk Operasional.  Dalam surat edar­
an tersebut, terdapat tiga senif yang  berkaitan dengan pendidikan 
yaitu:
1.	 Senif Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam/mereka yang 

diharapkan kecendrungan hatinya terhadap Islam yang diberikan 
secara selektif. Bantuan yang diberikan:

a.	 Konsumtif, berupa paket yang berisi buku-buku tentang aga­
ma Islam dan perlengkapan untuk shalat.

b.	 Produktif, diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan 
beasiswa bagi anak muallaf.

Untuk senif muallaf ini pada mulanya, diberikan bantuan kon­
sumtif dalam bentuk bantuan untuk konsumsi satu satu dua ha­
ri. Namun setelah dievaluasi kembali, bantuan seperti ini tidak 
efektif, karena kebanyakan muallaf yang mendapatkan bantuan 
tadi, kembali datang ke kantor Baitul Mal untuk meminta bantu­
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an lagi. Belajar dari pengalaman tersebut, si muallaf tidak lagi di­
berikan zakat dalam bentuk konsumtif melainkan dalam bentuk 
produktif. Di samping itu, untuk program jangka panjang, anak-
anak dari muallaf tersebut diberikan beasiswa dalam melanjut­
kan pendidikan, diharapkan dengan pendidikanyang memadai 
mereka dapat keluar dari kemiskinan.

2.	 Fisabilillah ialah berjuang di jalan Allah dalam rangka menegak­
kan aqidah umat seperti:

a.	 Da’i daerah rawan aqidah.
b.	 Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada 

masyarakat kurang mampu.
c.	 Membangun tempat peribadatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mendesak
d.	 Bantuan publikasi untuk penguatan aqidah.

Bantuan yang diberikan: 
1.	 Bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan kemampu­

an dana yang tersedia. 
2.	 Bantuan tidak langsung seperti suatu kegiatan usaha atau 

yayasan yang menghasilkan dana untuk mendukung keper­
luan tersebut.

Untuk senif fisabilillah diberikan sangat selektif, seperti bantuan 
untuk organisasi Islam, pembangunan sarana tempat peribadat­
an di daerah rawan aqidah dan sebagainya. Di samping itu, ter­
dapat program yang sama dengan instansi lain seperti Dinas 
Syariat Islam, Dinas Bina Marga, Badan Dayah dan sebagainya.

3.	 Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan se­
perti:

a.	 Pelajar miskin yang berprestasi (beasiswa)
b.	 Pelajar miskin biasa dari tingkat SD sederajat sampai de­

ngan S3 (beasiswa)
c.	 Program pelatihan untuk sebuah kegiatan/ketrampilan.
d.	 Bantuan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Bantuan yang  diberikan:
1.	 Bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan pertimba­

ngan jumlah dan yang tersedia.
2.	 Bantuan tidak langsung seperti mendirikan banda usaha/

yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan ter­
sebut.
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Adapun mekanisme penyaluran beasiswa ialah Baitul Mal Aceh 
membentuk Tim pendataan calon penerima bea siswa dari dana za­
kat Baitul Mal Aceh. Setelah itu, Tim melakukan koordinasi dengan 
pihak sekolah atau perguruan tinggi. Koordinasi disini sangat pen­
ting, terutama untuk menekankan kepada pihak sekolah dan pergu­
ruan tinggi agar siswa atau mahasiswa yang dikirimkan namanya ke 
Baitul Mal Aceh sebagai salah satu penerima bea siswa benar-benar 
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh.

Kemudian setelah datanya disampaikan kepada tim dari Baitul 
Mal Aceh, Tim segera melakukan verifikasi data. Setelah di verifikasi 
dan dinyatakan tidak ada permasalahan dengan data, Tim kembali 
menghubungi pihak sekolah atau perguruan tinggi untuk menentu­
kan jadwal wawancara langsung dengan para calon peneriman bea 
siswa. Upaya ini penting untuk dilaksanakan, karena dari beberapa 
pengalaman pada saat penyaluran bea siswa, tidak ada permasala­
han dengan data, namun permasalahan yang muncul pada saat wa­
wancara langsung dengan siswa atau mahasiswa. Misalnya karena 
ini uang zakat, tentunya yang terima ialah orang miskin, namun pa­
da saat wawancara, atas pengakuannya sendiri ternyata anak orang 
kaya, atau bahkan ia punya penghasilan sendiri yang sudah menca­
pai nisab zakat. Bila terjadi hal seperti ini, maka tim akan langsung 
membatalkan penerima bea siswa tersebut.

Setelah proses wawancara selesai, para penerima bea siswa yang 
dinyatakan berhak untuk menerima bea siswa dari Baitul Mal Aceh 
diberikan arahan dan nasehat tentang dana zakat yang akan mereka 
terima. Upaya ini bertujuan agar para murid dan mahasiswa menya­
dari betul bahwa yang akan mereka terima ialah dana zakat yang 
memiliki dua aspek (vertikal dan horizontal) dan penerimanya pun 
harus dari kalangan keluarga miskin. Setelah semua proses berjalan 
lancar, pada saat penyerahan dana bea siswa dilakukan aqad ijab 
dan qabul, yang kemudian diahkhiri dengan do’a agar acara yang 
dilaksanakan mendapat berkah dari Allah SWT.
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5.1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
5.1.1 Optimalisasi Peran MPU

Diskusi publik tentang implementasi kinerja Lembaga Keisti­
mewaan Aceh  hampir selalu dikaitkan dengan kemampuan 
Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan keistimewaan di 

Propinsi Aceh. Hal tersebut dianggap sebagai penentu keberhasilan 
pelaksanaan sebagian fungsi Keistimewaan Aceh. Kinerja Lembaga 
Keistimewaan Aceh yang relatif kecil tidak sebanding dengan ke­
butuhan riil daerah. Sebagian besar masyarakat mempersepsikan 
bahwa pelaksanaan Keistimewaan Aceh menghendaki adanya ke­
mampuan kiprah dari Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh. Leb­
ih jauh lagi dapat digambarkan bahwa dengan berdirinya Lembaga-
Lembaga Keistimewaan Aceh, maka Pemerintah Aceh harus mam­
pu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Ke­
istimewaan Aceh. Hal ini tidak terlepas peran Majelis Permusya­
waratan Ulama (MPU) yang mempunyai misi mewujudkan peran 
ulama dalam pembangunan berbasis Syariat Islam. Konsekuensi pe­
laksanaan misi tersebut adalah dengan meningkatkan peran dan 
fungsi dalam pembangunan berbasis Syariat Islam.

Keberadaan MPU bertujuan untuk memberikan kepastian hu­
kum syariat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyara­
kat. Hal ini sejalan dengan tujuan MPU dalam mengawal lahirnya 
kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntutan ajaran Islam 
dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan 
tatanan ekonomi yang Islami. Posisi MPU yang begitu penting dan 
berperan sangat dominan dalam Sistem Pemerintahan Aceh, ma­
ka MPU berkewajiban menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat 
dalam penerapan Syariat Islam. MPU harus mampu menjawab ke­
bingungan masyarakat dalam penerapan Syariat Islam. Selain men­
jaga stabilitas, MPU juga mempunyai peran dalam pengawasan dan 
pengaturan. Dalam hal pengawasan dan pengaturan penerapan Sya­
riat Islam, MPU diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi dari MPU.

Maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan Syariat 
Islam yang terjadi hingga saat ini mengindikasikan bahwa fungsi 
pengawasan MPU dirasakan masih kurang maksimal. Masih banyak 

BAB V
HASIL TEMUAN DAN ANALISIS
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produk makanan yang beredar di Aceh belum mendapatkan sertifi­
kasi halal dari MPU. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keresah­
an di masyarakat. Hal ini terkait dengan minimnya sumber daya 
manusia di MPU dalam menyelenggarakan sertifikasi halal produk 
makanan. Fasilitas yang dimiliki MPU, belum cukup memadai dalam 
mendukung kinerja MPU kecuali gedung yang megah. Hal ini dapat 
terlihat dari fasilitas laboratorium yang belum lengkap. Permasalah­
an lainnya yang timbul dalam penyelenggaraan tugas MPU adalah 
kurangnya biaya operasional. Tentunya hal ini sangat menghambat 
pelaksanaan kerja MPU. Ketika masyarakat membutuhkan keputus­
an dari MPU, maka masyarakat harus menunggu lama.  Di tengah-
tengah minimnya dana operasional yang dimiliki ternyata MPU ti­
dak dibenarkan untuk memungut biaya dalam memberikan sertifi­
kat halal kepada hasil-hasil dunia usaha.  Meskipun pelaku usaha 
mampu membiayai proses sertifikasi halal dari sebuah produk, teta­
pi karena proses sertifikasi adalah bebas biaya, maka tim sertifikasi 
produk halal tidak dapat menerima bantuan dana tersebut guna ke­
lancaran sertifikasi. Jika hanya mengandalkan dana yang dimiliki 
MPU yang masih sangat minim untuk memfasilitasi sertifikasi pro­
duk halal maka ke dapan akan banyak produk makanan/minum­
an maupun kosmetika yang masuk ke Aceh terhambat atau lambat 
mendapatkan sertifikasi halal tersebut.  

Karena perannya sebagai lembaga konsultatif, maka efektifitas 
dari hasil-hasil pertimbangan, saran dan fatwa MPU belum menda­
patkan kepastian untuk dipakai atau tidak oleh Pemerintah Aceh. 
Pencapaian kinerja MPU juga belum terukur, hal ini disebabkan be­
lum adanya ketersediaan SOP. Sehingga selama ini pelaksanaan 
MPU hanya berbasis kepada anggaran yang tersedia. Sedangkan 
pencapaian kinerja maksimal hanya dapat dinilai berdasarkan serap­
an anggaran yang terpakai.  

Koordinasi MPU dengan Pemerintah Aceh dirasakan belum ber­
jalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari perumusan dan penge­
sahan beberapa kebijakan yang mengalami pro dan kontra. Pengesa­
han sebuah rumusan keputusan yang berlarut-larut melahirkan keti­
dakpastian bagi masyarakat. Keresahan ini tentunya dapat mengu­
rangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah 
Aceh. MPU juga belum dilibatkan secara maksimal dalam perumus­
an kebijakan Pembangunan Aceh. Dalam penyusunan sebuah Qa­
nun, MPU hanya dilibatkan sebatas proses tahapan review sebuah 
Qanun. Sehingga dalam sudut pandang sempit dapat dikatakan 
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bahwa kinerja maksimal yang dihasilkan oleh MPU tidak sebanding 
lurus dengan kerja keras yang telah dilaksanakan.

Sebagai penyelenggara kaderisasi Ulama, MPU belum maksi­
mal menyelenggarakannya. Idealnya pelaksanaan kaderisasi Ulama 
dilaksanakan 3 kali dalam setahun, akan tetapi pada kenyataannya 
hanya diselenggarakan 1 kali dalam setahun. Hal ini terkait kemba­
li kepada minimnya dana kaderisasi yang dimiliki oleh MPU. Sum­
ber Daya Manusia yang dimiliki oleh MPU juga belum dapat menye­
lenggarakan kaderisasi secara maksimal. MPU masih sangat mem­
butuhkan pengembangan kapasitas pegawai-pegawainya.

MPU sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa di Aceh, juga 
berkewajiban mensosialisasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan ke­
pada masyarakat luas. Hingga saat ini MPU telah mensosialisasi­
kan melalui situs www.mpu.acehprov.go.id. Selain itu MPU juga 
mendistribusikan salinan setiap fatwa. Hanya saja hal ini terkendala 
karena kekurangan dana, sehingga persepsi yang lahir di masyara­
kat adalah kinerja MPU dalam mensosialisasikan fatwa yang dike­
luarkan masih sangat kurang.

5.1.2  Pengembangan Kapasitas Sekretariat MPU
Pengembangan kapasitas Sekretariat MPU merupakan serang­

kaian upaya untuk meningkatkan kemampuan MPU untuk menja­
di organisasi yang efektif, efisien dan mumpuni. Terdapat 3(tiga) 
tingkatan dalam upaya mengembangkan kapasitas MPU. Tingkatan 
tersebut diantaranya tingkatan individual, tingkatan institusi, serta 
tingkatan sistem.

Keterbatasan kapasitas aparatur MPU sebagai motor penyeleng­
garaan visi dan misi MPU untuk memenuhi perkembangan tuntut­
an masyarakat bukanlah sesuatu yang tabu untuk ditutup-tutupi. 
MPU membutuhkan inovasi dalam penyelenggaraan tugas. Sema­
kin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan peme­
rintahan yang berkualitas dan bersih, menjadikan dorongan bahwa 
MPU dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia apara­
tur untuk lebih meningkatkan kualitas aparatur. Perencanaan SDM 
yang baik harus didukung dengan data dan informasi yang valid 
tentang pendidikan dan keahlian aparatur MPU. Informasi yang 
akurat tersebut guna kebutuhan informasi dalam rangka pembinaan 
karir dan peningkatan mutu profesionalisme pegawai Sekretariat 
MPU. Keterbukaan peluang bagi pegawai untuk menduduki jabatan 
fungsional dapat mulai dikembangkan guna memperkuat struktur 
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kelembagaan MPU. Tingginya minat pegawai untuk mengembang­
kan kapasitas melalui diklat harus diimbangi dengan penganggar­
an keuangan MPU. Terbukanya peluang-peluang dalam mengem­
bangkan kapasitas aparatur memberikan kesempatan aparatur un­
tuk mengembangkan jabatan fungsional.

Pengendalian manajemen MPU merupakan suatu proses yang 
menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan 
efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan dari MPU itu 
sendiri. Pengendalian manajemen terkait erat dengan pengembang­
an institusi. Pengambilan keputusan, sumber-sumber, prosedur dan 
struktur sangat berkaitan erat. 			 

Efektivitas organisasi MPU merupakan tingkat keberhasilan 
MPU dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas 
adalah konsep penting dalam sebuah organisasi, karena merupakan 
gambaran keberhasilan MPU untuk mencapai target dan sasaran­
nya. Pengembangan kapasitas MPU dapat dilaksanakan melalui re­
strukturisasi organisasi maupun restrukturisasi keuangan anggaran 
belanja. Restrukturisasi organisasi dapat mempengaruhi motivasi 
aparatur, kepemimpinan, kemampuan personil, serta pembagian ke­
wenangan. Sedangkan restrukturisasi keuangan dapat mendukung 
pendanaan kegiatan MPU yang selama ini mengalami kekurangan 
anggaran.

Dalam tataran sistem, MPU dapat membuat sebuah inovasi ke­
bijakan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. 
Publik dapat berkomunikasi dengan MPU secara langsung tanpa 
hambatan. MPU dapat membuat sebuah sistem akses informasi yang 
dapat diakses baik oleh aparatur MPU maupun oleh masyarakat. 
Sesuai dengan sistem hubungan pelayanan pemerintah dengan ma­
syarakat. Adanya sistem informasi online yang diterapkan dalam 
MPU sangat membantu dalam perencanaan dan pengembangan 
sumber daya manusia. Penerapan Teknologi Informasi juga sangat 
penting guna keterbukaan informasi publik. MPU dapat mengem­
bangkan website yang sudah ada dengan menambah informasi lain­
nya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2  Baitul Mal 
1.1.1	 Hasil Temuan dan Analisis Kebijakan

Dari penelusuran literatur dan diskusi publik yang melibatkan 
berbagai fihak terkait tim kajian melihat ada beberapa kebijakan 



41

Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Aceh

yang masih perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan yaitu: 
a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

Qanun ini kurang memadai mengatur Organisasi Baitul Mal, se­
hingga tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan tidak mam­
pu menampung kebutuhan dan rencana pengembangan. Terke­
san dibuat tergesa-gesa dan tidak cermat, karena dijumpai  inkon­
sistensi substansi, misalnya nomenklatur nama lembaga, kadang-
kadang menggunakan istilah Badan Pelaksana Baitul Mal [Pasal 4 
(1), Pasal 5 (1), Pasal 6 (1) dan (2), dan Pasal 7 (1)] tetapi sering ju­
ga menggunakan istilah Badan Baitul Mal [Pasal 4 (3), dan Pasal 5 
(4)].  
Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pada Badan Pelaksana 
Baitul Mal Aceh hanya ada “Kepala”, namun dalam ayat (2), (5), 
dan (6), di samping kepala disebutkan juga ada “Wakil kepala”.  

b. Pelaksanaan Permendagri Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Organi­
sasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam
Menurut Permendagri Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam, pembentukan Sekretariat Baitul Mal ditetapkan de­
ngan Qanun Aceh, namun  Sekretariat Baitul Mal  sebagai Satu­
an Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tugasnya sebagai pendam­
ping yang memberi pelayanan kepada Baitul Mal baru diatur de­
ngan Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur nomor 33 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreta­
riat Lembaga Keistimewaan Aceh. 

c.	 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan 
Aceh pada pasal 72 disebutkan bahwa susunan organisasi Sekre­
tariat Baitul Mal terdiri dari : Kepala Sekretariat, Bagian Umum, 
Bagian Keuangan, Bagian Persidangan Dan Risalah, Bagian Hu­
kum Dan Hubungan Umat serta Kelompok Jabatan Fungsional. 
Yang menjadi pertanyaan adalah relevansi Bagian Persidangan 
Dan Risalah dengan tugas-tugas Baitul Mal yang sangat jauh ber­
beda dengan tugas MPU yang memang membutuhkan forum-fo­
rum sidang, nampaknya disini penyusunan organisasi Baitul Mal 
seperti “copy paste” tugas-tugas MPU.  
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d.	 Badan Pelaksanan Baitul Mal
Badan Pelaksanan Baitul Mal di atur dalam Peraturan Gubernur 
Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelaksana Baitul Mal.  Pada pasal 2 disebutkan, organisasi 
Baitul Mal Aceh terdiri dari: Kepala Baitul Mal Aceh, Sekretariat, 
Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusi­
an Dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi Dan Pengembangan, 
Bidang Perwalian, dan Bendahara. Ada persoalan disini yaitu 
Sekretariat Baitul Mal dan Sekretariat Badan Pelaksanan Baitul 
Mal perlu ada kejelasan agar tidak terjadi “overlapping” atau 
tumpang tindih tupoksi. 

e.	 Kelemahan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Mekanisme Pengelolaan Zakat
Pergub ini hanya menjelaskan tugas dan kewenangan Dewan 
Pertimbangan tetapi tidak menyebutkan pembentukan ataupun 
susunan organisasinya.

5.2.2 Analisis Sistem Kerja/Tata Laksana
Baitul Mal Aceh adalah sebuah badan yang dibentuk sebagai ba­

gian dari keistimewaan atau otonomi khusus yang diberikan kepa­
da Aceh, melalui UU No. 44 tahun 1999, UU No. 18 tahun 2001 dan 
setelah itu UU No. 11 tahun 2006 dan UU No. 48 tahun 2007.  Ada 
beberapa kesulitan yang dihadapi yang pada intinya berkisar dise­
putar kedudukan zakat sebagai PAD disatu pihak dan kewajiban 
mendistribusikan zakat kepada mustahiqnya sesuai dengan ketentu­
an syari`at di pihak lain, sebagai berikut: 
a.	 Dalam UU No. 11 tahun 2006, zakat ditetapkan sebagai PAD teta­

pi di pihak lain Baitul Mal ditetapkan sebagai pengelola zakat; 
Dalam pelaksanaan hal ini menjadi dilematis, karena sebagai 
PAD maka zakat harus dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan 
dan Kekayaan Aceh (DPKKA), dimana mekanismenya mengikuti 
sistem Pengelolaan Keuangan Negara. Dana zakat baru bisa disa­
lurkan apabila APBA sudah disahkan, namun apabila APBA ter­
lambat disahkan sebagaimana beberapa tahun kebelakang maka 
dana zakat menjadi “tersandera”, hal ini menjadi persoalan ter­
sendiri dalam kaidah fikih Islam. Seharusnya apabila Baitul Mal 
ditetapkan sebagai pengelola zakat maka posisi uang zakat dalam 
PAD menjadi khusus dan dibuat aturan regulasi tersendiri ten­
tang hal ini. 
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Berikut ini contoh kasus, dalam PERGUB No. 60 tahun 2008 ten­
tang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Pasal 6 dinyatakan 
bahwa zakat penghasilan yang disetor ke Bendahara Baitul Mal, 
pada setiap akhir bulan harus disetor ke rekening khusus zakat 
pada kas daerah dan baru setelah itu ditarik kembali untuk pe­
nyaluran oleh Baitul Mal Aceh; ketentuan ini menimbulkan dua 
problem  yaitu :
pertama, mekanisme APBA jumlah penerimaan dan pengeluaran 
sudah diatur sesuai aturan yang berlaku yaitu apa yang sudah di­
sahkan DPRA dengan Gubernur tidak boleh diubah kecuali mela­
lui mekanisme perubahan/revisi anggaran yang prosedurnya 
membutuhkan waktu dan mekanisme yang cukup rumit; semen­
tara sesuai aturan agama  zakat yang diterima harus seluruhnya 
disalurkan, baik jumlah itu lebih banyak dari yang direncanakan 
dalam APBA ataupun lebih sedikit; Sekiranya pemasukan zakat 
tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka akan muncul salah 
satu dari dua kesulitan: a) kalau jumlah yang diterima lebih ba­
nyak dari yang direncanakan maka uang zakat  yang lebih (dari 
perencanaan) tersebut tidak dapat dikeluarkan, karena penge­
luarannya harus mengikuti perencanaan yang sudah ada; seki­
ranya tidak ada revisi angaran maka uang tersebut akan menjadi 
SILPA; b) kalau jumlah yang diterima lebih sedikit dari yang di­
rencanakan (sedang jumlah yang akan dikeluarkan sudah diten­
tukan dalam APBA) maka pengeluaran pada pos zakat tersebut 
tidaklah seluruhnya merupakan uang zakat; Persoalan ini seha­
rusnya  diatur dalam PERGUB ; 
kedua, adanya ketentuan bahwa dana APBA harus dikelola oleh 
SKPA maka  menjadi persoalan karena Baitul Mal bukan SKPA. 
Untuk mengatasi hal tersebut telah  dibentuk Sekretarat Badan 
Baitul Mal (BBM) yang akan mengelola uang APBA (murni) yang 
disediakan untuk operasional kegiatan Baitul Mal. Tetapi ma­
sih menimbulkan problem yaitu  bagaimana dengan uang zakat 
(yang merupakan PAD) dan sudah dimasukkan ke dalam DPA 
Sekretariat BBM. Bagaimana mekanisme penarikan uang terse­
but? Apakah uang tersebut setelah ditarik dari DPKKA (Kas Dae­
rah) oleh Sekretariat diserahkan secara penuh kepada Baitul Mal 
Aceh untuk disalurkan? Bagaimana hubungan Sekretariat dengan 
Baitul Mal Aceh? Sampai dimana tanggung jawab Sekretariat 
BBM  dan sampai dimana pula tanggung jawab Badan Pelaksana 
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Baitul Mal dalam mengelola uang zakat tersebut? Secara lebih te­
gas siapa yang melakukan penyaluran uang zakat kepada para 
mustahiknya?  

b.	 Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APBA ha­
rus melalui mekanisme tender (PP No. 80 tahun 2001); muncul 
kesulitan bagaimana mekanisme yang harus ditempuh dan siapa 
yang akan menanggung biaya administrasi tendernya karena 
uang zakat tidakdibenarkan  digunakan untuk membiayai kegiat­
an tender; demikian juga kegiatan yang dibiayai dengan dana za­
kat kalau mengikuti aturan Keuangan Negara akan dikenai pa­
jak,  apa yang harus dilakukan dan bagaimana aturannya harus 
dibuat.

5.2.3 Potensi Pengembangan Kapasitas
a.	 Tugas, Fungsi, Kewenangan Serta Visi Baitul Mal

Sebagaimana yang diatur dalam qanun serta peraturan-peraturan 
gubernur yang ada, tugas dan fungsi Baitul Mal disebutkan seba­
gai  pengelola zakat, wakaf, infaq, serta harta agama lainnya; teta­
pi bagaimana harta ini dikelola, masih belum tegas.  Tim mengu­
sulkan agar Baitul Mal lebih dekat dengan lembaga keuangan da­
ripada dengan lembaga sosial, atau paling kurang ada bagian di 
dalam organisasi Baitul Mal yang diberi kewenangan untuk me­
ngelola dana zakat dan infaq tersebut secara produktif, sebagai­
mana layaknya lembaga keuangan mengelola dana mereka secara 
produktif. 

b.	 Kebutuhan terhadap Dewan Syari`ah
Dalam Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal disebut­
kan bahwa Baitul Mal diarahkan untuk mengelola zakat (dan har­
ta agama lainnya) secara produktif. Bagaimana mengelola zakat 
ini secara produktif dibutuhkan pandangandan pendapat para 
pakar, untuk itu keberadaan Dewan Pertimbangan atau nama 
lain sangat dibutuhkan dalam   Badan Pengelola Baitul Mal.   

Bergerak dari tugas dan tujuan di atas maka organisasi Baitul 
Mal sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang ada, akan terdiri 
dari tiga komponen yaitu: 
•	 Badan Pengelola Baitul Mal, badan yang secara langsung bertu­

gas mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
•	 Dewan Pertimbangan Baitul Mal, bertugas membantu menentu­
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kan arah kebijakan dan rencana kegiatan, terutama sekali untuk 
mencari terobosan dan menjaga kesesuaiannya dengan ketentuan 
syari`at, serta mengawasi kegiatan di lapangan sehingga selalu se­
suai dengan aturan syari`at; pengawasan internal ini akan bersi­
fat melekat yang bekerja secara bersama-sama sepanjang waktu. 

•	 Sekretariat Baitul Mal, bertugas memberikan pelayanan kepada 
dua badan sebelumnya; keberadaan badan yang ketiga ini diang­
gap perlu karena merupakan unsur pemerintah yang akan meng­
hubungkan Baitul Mal sebagai badan independen dengan tata ke­
lola dan tertib administrasi keuangan Pemerintah Aceh, baik un­
tuk tertib administrasi pengelolaan zakat sebagai PAD ataupun 
pengelolaan dana pelayanan dalam bentuk APBA “murni”.   
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6.1 Kesimpulan 
6.1.1 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

1.	 MPU terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan dalam 
hal peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, berwe­
nang menetapkan fatwa, bertugas dan berfungsi memberi 
saran, pertimbangan kepada pemerintahan untuk kebijakan 
daerah dalam konteks syari’at Islam. Implementasi dari ke­
wenangan tersebut belum dapat dilakukan oleh MPU seca­
ra optimal dikarenakan belum adanya Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme MPU dalam 
menjalankan kewenangannya.  

2.	 Sekretariat MPU yang bertugas sebagai “supporting unit” 
atau unit pendukung yang seharusnya memperlancar dan 
mempermudah aktivitas MPU dalam menjalankan kewena­
ngannya masih berkutat pada persoalan sarana dan prasa­
rana (sapras) yang belum memadai. Sehingga Sekretariat 
MPU belum optimal dalam mendukung peran MPU yang 
sangat strategis tersebut.

6.1.2 Baitul Mal
1.	 Baitul Mal di Aceh dibentuk berdasarkan Pasal 180 UUPA 

yang menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD Aceh 
adalah zakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
keistimewaan Aceh. Untuk mengoptimalkan pendayaguna­
an zakat, wakaf dan harta agama lainnya maka diperlukan 
sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab terha­
dap pengelolaannya. Namun dalam implementasinya ba­
nyak menimbulkan persoalan menyangkut regulasi yang 
ada belum begitu jelas dan rinci mengatur peran dari Lem­
baga Baitul Mal Aceh.  

2.	 Keberadaan Sekretariat Baitul Mal yang seharusnya menjadi 
unit pendukung pelaksanaan tugas-tugas Baitul Mal, justru 
terkesan menjadi “tandingan” Baitul Mal, hal ini disebab­
kan oleh tidak cermatnya penyusunan Struktur Kelembaga­
an Sekretariat Baitul Mal.  

BAB V
PENUTUP
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6.2 Saran
6.2.1 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

1.	 Perlu dirumuskan SOP mekanisme keterlibatan MPU dalam 
penetapan kebijakan Aceh yang menyeluruh dan komper­
hensif, sehingga arah pembangunan Aceh dalam semua 
sektor sesuai dengan Syariat Islam.   

2.	 Perlu dukungan penuh Pemerintah Aceh dalam hal penye­
diaan sarana dan prasarana yang lengkap agar  MPU dapat 
menjalankan kewenangannya secara optimal seperti contoh  
Laboratorium Sertifikasi Halal yang sampai saat ini baru ge­
dungnya saja yang berdiri megah. 

3.	 MPU agar lebih proaktif menghadirkan eksistensinya seba­
gai lembaga ulama yang selalu diharapkan oleh masyarakat 
kehadirannya dalam berbagai persoalan/issue keagamaan, 
sehingga masyarakat dapat memiliki pedoman dalam men­
sikapi berbagai persoalan/issue yang muncul.

6.2.2. Baitul Mal 
1.	 Perlu penataan kembali secara menyeluruh Lembaga Bai­

tul Mal yang meliputi  Pengelola Baitul Mal dan Sekreta­
riat Baitul Mal agar  dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik, untuk itu diperlukan adanya kebijakan penataan orga­
nisasi yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketatalak­
sanaan serta sumber daya manusia. Dengan kata lain dasar 
yuridisnya harus jelas dan tidak bertentangan dengan pera­
turan perundangan yang berlaku dan memenuhi kaidah-
kaidah organisasional dalam rangka penyelenggaraan tu­
gas pokok dan fungsinya.  Sehingga  hubungan dan meka­
nisme kerja antara Badan Pengelola Baitul Mal dan Sekre­
tariat Baitul Mal di satu pihak dengan DPKKA dapat berja­
lan sesuai “rel” masing-masing yang diatur dalam perun­
dang-undangan.  

2.	 Untuk pengelolaan dana zakat disarankan Baitul Mal  
menggunakan dua pendekatan yaitu :  
•	 Model pengelolaan keuangan  untuk Badan Layanan 

Umum Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Per­
aturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005  tentang Badan La­
yanan Umum, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No­
mor  61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ke­
uangan Badan Layanan Umum Daerah; 
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•	 Zakat sebagai PAD agar diberlakukan secara khusus me­
lalui pendekatan model “pos transito” dimana dana za­
kat hanya dicatat oleh DPKKA dan dimasukkan dalam 
pertanggung jawaban Gubernur, sedang pengelolaan­
nya seluruhnya ada pada Baitul Mal.   
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